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Penelitian ini Studi tentang peran Elit lokal di era otonomi daerah. Fokus
peneliti tentang Kebijakan pengembangan pariwisata Birtaria Kassi dan Lembah
Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Elit Lokal
dalam mengembangkan potensi obyek wisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau
Rumbia di Kabupaten Jeneponto? (2) Bagaimana bentuk implikasi ekonomi pada
masyarakat sekitar obyek wisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia?. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan
peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu
secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.
Hasil penelitian ini adalah (1) peran Elite Lokal dalam mengembangkan
obyek wisata yaitu mengeluarkan peraturan yang namanya RIPPDA (Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Adapun bentuk pengembangan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan tahap perenovasian pada
fasilitas yang sudah rusak setelah itu dilanjutkan dengan promosi pada obyek wisata
serta pengelolaan retribusi yang memadai. (2) Saat ini peningkatan ekonomi
masyarakat sekitar Birtaria Kassi sudah menurun karena kurangnya wisatawan
yang berkunjung ketempat ini dan peran Elite Lokal dalam merealisasikan
program-programnya itu kurang efektif dan belum terlaksana 100 %. Sedangkan
untuk Lembah Hijau Rumbia pengembangannya semakin meningkat dan hal ini
meningkatkan ekonomi lokal masyarakat sekitar.
Implikasi penelitian ini adalah (1) Elit Lokal baik Pemerintah daerah
maupun masyarakat dalam hal ini diharapkan lebih memperhatikan apa saja yang
menjadi kebutuhan dan kekurangan pada obyek wisata tersebut agar tidak tertinggal
dengan obyek wisata yang lain, dengan memperhatikan faktor fisik supaya tidak
merusak keseimbangan alam.(2) Pada obyek wisata Birtaria Kassi ditambahkan
wahana agar lebih menarik para wisatawan dan seharusnya pohon lontara menjadi
primadona pariwisatakarena pohoh lontara salah satu ciri khas yang ada di
Jeneponto sedangkan untuk Lembah Hijau Rumbia sebaiknya pihak pemerintah





Kebijakan publik lurus diturunkan dalam serangkaian petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.
Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar
pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang
menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga
bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai
pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
Pemimpin adalah imam yang patut diteladani. Seorang pemimpin atau
imam harus mampu menjalankan amanah yang diembannya. Sebagai seorang
pemimpin harus mampu dan mau menjadi pelayan masyarakat, karena pemimpin
adalah pelayan masyarakat yang telah dipilih oleh rakyatnya. Orang yang
memegang jabatan, berarti telah bersedia menjadi pelayan masyarakat.
Bila dalam tugas melayani masyarakat yang berhubungan dengan jabatan
tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak profesional), sehingga
masyarakat merasa dirugikan, atau didzalimi, maka hukuman bagi orang tersebut
adalah penghuni neraka kelak. Melaksanakan pelayanan baik terhadap apa yang
telah dipimpinnya merupakan tuntutan ajaran Islam, sebab jika tidak dilaksanakan
akan mendapatkan ancaman dan siksaan Allah swt. sebagaimana Hadist Nabi
SAW :
 ِﺬﱠﻟا ِﮫِﺿَﺮَﻣ ِﻰﻓٍرﺎَﺴَﯾ َﻦْﺑ ََﻞﻘْﻌَﻣ َدﺎَﻋ ٍدﺎَﯾِز ِﻦْﺑ ِﷲ َﺪَْﯿﺒُﻋ ﱠَنأ ِﻦَﺴَﺤْﻟا ِﻦَﻋ ٍرﺎَﺴَﯾ ِﻦْﺑ ِﻞَﻘْﻌَﻣ ُﺚْﯾِﺪَﺣ ِﻓ َتﺎَﻣ ْي َُﮫﻟ َلَﺎَﻘﻓ ،ِﮫْﯿ
 َﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ِلْﻮُﺳَر ْﻦِﻣ ُُﮫﺘْﻌِﻤَﺳ ًﺎﺜْﯾِﺪَﺣ َُﻚﺛ ﱢﺪَﺤُﻣ ْﻲﱢِﻧإ :ٌﻞَﻘْﻌَﻣ :ُلُْﻮﻘَﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠ
 ْﯿِﺼَِﻨﺑ َﺎﮭْﻄُﺤَﯾ ْﻢََﻠﻓ ًﺔﱠﯿِﻋَر ُﷲ ُهﺎَﻋْﺮَﺘِْﺳا ٍﺪْﺒَﻋ ْﻦِﻣ ْﻦَﻣ .ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا َﺔَﺤِﺋاَر ْﺪِﺠَﯾ ْﻢَﻟ ﱠِﻻإ ٍﺔَﺤ
2Artinya:
Hadist ma’qil bin Yasar, dari hasan bahwasannya Ubaidillah bin yazid
mengunjungi Ma’qal bin Yasar ra., ketika ia sakit yang menyebabkan
kematiannya, maka Ma’qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, “Aku
akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari
Rasulullah saw., aku telah mendengar Nabi saw. bersabda, “Tiada
seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak
memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan
padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)”. (HR.
Imam Bukhari)1
Dalam pandangan islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi
amanat oleh Allah SWT, untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan
dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt.sebagaimana telah dijelaskan
diatas. Dengan demikian, bagi pemimpin yang sengaja meloloskan diri dari
tuntutan rakyatnya selama didunia, maka ia tidak mampu meloloskan diri dari
tuntutan Allah diakhirat.
Oleh karena itu seorang pemimpin hendaknya tidak memposisikan diri
sebagai orang yang paling berkuasa, karena hakikatnya manusia adalah makhluk
ciptaan Allah yang semuanya hanya amanat dari Allah Yang Maha Esa, maka
tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya.Sebagaimana firman
Allah swt.QS. Asy syu’araa’/26:215.
         
Terjemahnya:
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu,
Yaitu orang-orang yang beriman”.2
1 Muhamad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha, 2003), h.263-
264.
2Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.1006.
3Pemimpin adalah sebagai pelayan dan rakyat adalah sebagai tuan.
Pengertian tersebut juga tidak boleh serta merta diterjemahkan secara tekstual
saja, melainkan maksud yang terkandung. Bahwa agama islam memandang
seorang pemimpin tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena sekali lagi
hakikat pemimpin adalah melayani kepentigan rakyat.Apabila seorang pemimpin
dapat melaksanakan tugasnya, maka sebagai rakyat juga harus taat dan patuh
kepada pemimpin tersebut, rakyat wajib mendengar dan patuh kepada perintah
pemimpinnya, selama yang diperintahkan itu tidak merupakan perbuatan
maksiat.3
Dalam islam juga dijelaskan bahwa seorang pemimpin dalam mengambil
sebuah keputusan harus adil sebagaimana firman Allah swt. QS. An-nisa/4:58.
                 
         
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”.4
Maksud dari kata adil ayat diatas diartikan sama, hanya mecakup sikap
dan perlakuan seorang pemimpin pada saat proses pengambilan keputusan. Dalam
ayat ini menuntut seorang pemimpin untuk bersikap adil dalam pengambilan
keputusan, karena semua manusia dimata Allah swt. sama tidak ada yang dibeda-
bedakan.
3 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadis 6, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2003), h.29.
4Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.227-228
4Elite Lokal memberikan proses penyadaran kepada rakyat, yang dalam
istilah Marx adalah kesadaran kelas, terhadap kondisi kemiskinan dan kelemahan
serta tingkat pengangguran yang tinggi. Semakin tinggi tingkat kesadaran rakyat,
maka semakin mudah mengorganisasikan rakyat untuk melakukan perlawanan.
Terorganisasi atau tidak suatu perlawanan ditentukan seberapa penting dan besar
tujuan perlawanan yang akan dilakukan untuk rakyat banyak. Semakin penting
buat rakyat, maka semakin penting pula pengorganisasian perlawanan. Semakin
penting pengorganisasian, maka semakin penting pula kehadiran dan peran elite
lokal. Sebab elite lokal itulah yang secara kultural mereka percayai. Tujuan utama
dari Elite Lokal adalah memberikan perubahan untuk mengatasi ketimpangan
yang ada di masyarakat.5
Elite lokal dalam hal ini yaitu pemerintah daerah kabupaten jeneponto,
dimana mempunyai peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan
mengembangkan potensi obyek wisata yang ada didaerahnya. Adapun Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto itu sendiri dengan mengeluarkan
peraturan yaitu khusus pada pariwisata ada yang namanya RIPPDA (Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) pemerintah daerah dalam hal ini
mengeluarkan misi ini guna meningkatkan berbagai obyek wisata di kabupaten
Jeneponto dan menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dengan pengembangan obyek
wisata tentunya dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah serta memberikan
manfaat yang sangat besar terutama masyarakat setempat melalui peningkatan
ekonomi yang mereka dapatkan melalui pengembangan obyek wisata ini.
5Yusron. Elite Lokal dan Civil Society (Kediri di tengah demokratisasi). (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2009), h. 37.
5Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan
daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antardaerah di Indonesia. Dalam
pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan
pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan Yuridis bagi
pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini
disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pemerintahan Daerah yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.6
Sebagaimana firman Allah terdapat pada Qur’an Surah Ar-Ra’du/13:11.
          
Terjemahnya:
"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".7
Ayat di atas menjelaskan, apa yang kami sebutkan itu adalah berkaitan
dengan peristiwa alami, yang berada di luar ikhtiar kalian. Namun nasib kalian,
umat manusia, baik individu maupun sosial, berada di tangan kalian sendiri dan
hendaknya kalian tidak berharap bahwa Allah akan menyerahkan utusan
6Nining Yuningsih, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan
Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, Skripsi (Semarang:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2005), h.1
7Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya(Semarang: Asy syifa’, 2001),h.665
6penentuan nasib tersebut kepada para malaikat. Seandainya akan terjadi
perubahan dalam sistem masyarakat seperti perubahan kondisi masyarakat yang
rusak menjadi masyarakat baik dan sistem keadilan menggantikan kezaliman,
maka hendaknya manusia tidak menunggu mukjizat dari Allah Swt.
Ayat ini juga membicarakan sunnah ilahi dan mengatakan, jika kalian
tidak berusaha mengubah kondisi kalian dan masyarakat, maka kalian akan
menghadapi berbagai bahaya, ditambah lagi murka dan siksaan Allah Swt akan
menimpa kalian. Di saat itu, manusia tidak akan mendapat pertolongan dan tidak
dapat menghindar akibat kelalaiannya tersebut.
Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan kota dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung
jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan
tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu
daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, daerah diberi hak dan
wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.8 Hal ini
sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur
sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah sebagai
berikut9:
8Nining Yuningsih, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan
Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, h.2
9HAW. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2005), h. 74-75.
71) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
a) Hasil pajak daerah;
b) Hasil retribusi daerah;
c) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
d) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2) Dana Perimbangan terdiri dari:
a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak dan Bangunan, Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
b) Dana alokasi umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
 Dana alokasi umum untuk daerah provinsi (10 persen)
 Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota (90 persen);
c) Dana alokasi khusus, adalah dana bantuan yang berasal dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai
kebutuhan tertentu/khusus;
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Otonomi daerah yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada tiap daerah kota / kabupaten dalam mengelola rumah tangga dan
penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah
kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam
8mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber
pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan
pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah. PAD adalah cerminan
kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun
kenyataannya masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah
pusat. Hal tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi
dari sektor-sektor PAD yang ada di daerah mereka dan tidak menjadikan daerah
mereka sebagai daerah potensial sumber PAD.10
Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang Sektor pariwisata ini
dicanangkan sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga
merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan
mendorongperkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor pariwisata ini
pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang
mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah
menggali, menginventarisir dan mengambangkan obyek-obyek wisata yang ada
sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.11
Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional,
yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja
dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mengenal budaya
bangsa. Seperti yang telah diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) tahun 1999, bahwa mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan
sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan
10 Tiara Apriani Putri Jessy, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Balikpapan melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata”, Skripsi (Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2014), h.1
11Nining Yuningsih, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, h.2
9menggunakan kriteria ekonomi, teknis, argomonism sosial budaya, hemat energi,
melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. (TAP MPR No.IV/MPR/1999)
Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya
kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan
kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor
pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil,
menengah dan besar agar saling menunjang.
Kabupaten Jeneponto mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup
besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik
obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang
ada dan potensinya yang cukup pesat dimasa mendatang. Dari beberapa obyek
wisata yang ada di Kabupaten Jeneponto, obyek wisata Birtaria Kassi dan Lembah
Hijau Rumbia merupakan taman wisata yang memiliki berbagai keistimewaan
seperti keindahan pantai pasir putih dihiasi dermaga sepanjang 100 meter
menambah pesonanya dan memiliki kolam yang luar biasa sejuk dengan nuansa
sawah.
Sebenarnya apabila kita berbicara terkait dengan tempat wisata di
Kabupaten Jeneponto itu sendiri sangat banyak sekali tempat untuk berwisata.
Tapi, kali ini penulis hanya berfokus pada Birtaria Kassi dan Lembah Hijau
Rumbia saja karena kedua tempat wisata ini sangat tidak asing di Kabupaten
Jeneponto.
Birtaria Kassi merupakan obyek wisata yang terletak di Kelurahan
Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea. Pada obyek wisata ini nuansanya sangat
indah, karena dipinggir pantai menyediakan pemandangan alam terbuka.
Keindahan Birtaria Kassi dari bukit kita bisa melihat pesona keindahan pantai
pasir putih dihiasi dermaga sepanjang 100 meter yang memanjang ke laut, dibibir
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pantai terdapat gazebo, serta dilengkapi dengan kolam renang air tawar khusus
orang dewasa dan kolam renang untuk anak anak yang berada dibawah pepohonan
yang rindang dan sejuk, Birtaria Kassi juga memfasilitasi villa untuk para
wisatawan yang ingin menginap.12
Lahan yang ditempati pada obyek wisata Birtaria Kassi merupakan milik
warga setempat yaitu bapak Syamsuddin DL, Kr. Lau seluas kurang lebih 5
hektar, yang dikontrak oleh Pemerintah daerah Jeneponto selama 25 tahun, mulai
pada tahun 1998 saat itu masih diera kepemimpinan bapak Bupati Baharuddin
Baso Tika. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengelola Birtaria Kassi sejak
tahun 2001, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Lembah Hijau Rumbia (LHR) merupakan destinasi alam yang terletak di
Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia. Adapun wahana yang disajikan yakni
kolam bermain anak-anak hingga dewasa, flyingfox, rumah pohon, lahan camp,
serta dilengkapi alat permainan tradisional yang terbuat dari bambu. Kenyamanan
pengunjung akan lebih terjaga, sebab selain menawarkan berbagai wahana, lokasi
ini pun berada di antara puluhan pematang sawah, sehingga nuansa alamnya lebih
indah dan sejuk.13
Lembah Hijau Rumbia mulai dirintis oleh bapak Ridwan A. Nojeng sejak
tahun 2010. Akan tetapi, obyek wisata ini mulai beroperasi pada tahun 2014. Cita-
cita bapak Ridwan A. Nojeng sejak kecil adalah membangun obyek wisata dengan
konsep alam yang berbeda, mulai dari airnya yang sejuk pada kolam renang itu
yang dimana berasal dari mata air pegunungan dan semua fasilitas yang
disediakan natural yang dibuat dengan menggunakan bambu. Tujuan utama bapak
Ridwan membangun Lembah Hijau Rumbia ini yaitu untuk meningkatkan
12www.halamansulsel.com. Diakses pada tanggal 24 Sep. 16 di
http://halamansulsel.com/10-tempat-keren-di-jeneponto-tapi-belum-terlalu-terkenal/
13www.halamansulsel.com. Diakses pada tanggal 24 Sep. 16
dihttp://halamansulsel.com/10-tempat-keren-di-jeneponto-tapi-belum-terlalu-terkenal/
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ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat sekitar,
serta pembangunan wisata yang meningkatkan perekonomian secara
merata.Lembah Hijau Rumbia berada di atas ketinggian lebih dari 1000 meter di
atas permukaan laut ini, Wisata yang mereka rintis ini kemudian terus berbenah
dan semakin berkembang hingga dipercaya untuk mewakili Sulawesi Selatan
dalam ajang Satu Indonesia Award (SIA) 2016 dengan tema Surga di tanah
gersangdan berhasil menjadi pemenang untuk kategori Wisata berbasis
Lingkungan dengan menyisihkan sekitar 2000an peserta dari seluruh Indonesia.
Karena wisata lingkungan hijau ini realitasnya mampu meningkatkan ekonomi
masyarakat sekitar.
Kabupaten Jeneponto merupakan daerah terbelakang diantara Kabupaten
lainnya yang ada di Sulawesi Selatan dari segi peningkatan perekonomian dengan
pengembangan obyek wisata maka akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
Kedua obyek wisata ini apabila Pemerintah Daerah bisa mengelolanya dengan
baik maka akan memberikan sumbangan yang cukup besar tehadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Jeneponto.Secara otomatis sektor pariwisata harus terus
meningkatkan strategi agar jasa yang diliputi oleh sektor ini dapat merealisasikan
pajak penerimaan daerah yang telah direncanakan dan dengan majunya sektor
pariwisata tersebut juga diharapkan dapat menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukanpenelitian dengan judul:“ELITE LOKAL DAN OTONOMI
DAERAH (Studi Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Birtaria




Berdasarkan uraian seperti yang dipaparkan pada latar belakang di atas,
maka penelitian ini mengacu pada pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan
permasalahan pokok, yaitu :
1. Bagaimana peran Elit Lokal dalam mengembangkan obyek wisata Birtaria
Kassi dan Lembah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana bentuk implikasi ekonomi pada masyarakat di sekitar obyek wisata
Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian
ini bertujuan:
 Untuk mengetahui peran Elit Lokal dalam mengembangkan obyek wisata
Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto.
 Untuk mengetahui bentuk implikasi ekonomi pada masyarakat di sekitar
obyek wisata Birta Ria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia.
2. Manfaaat Penelitian
a. Secara akademis
 Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah
Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan obyek wisata
 Memperoleh pengetahuan tentang potensi obyek wisata Birtaria Kassi
dan Lembah Hijau Rumbia dan upaya peningkatan PAD melalui
pengembangan obyek wisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia.
b. Secara Praktis
 Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Jeneponto dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui
pengembangan obyek wisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia.
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D. Tinjauan Pustaka
Adapun tulisan yang hampir sama atau bahkan mirip dengan judul
penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui
Pajak Daerah Sektor Pariwisata”, oleh Tiara Apriani Putri Jessy.14
Strategi yang dilakukan oleh disporabudpar dalam peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan melalui pajak daerah sektor
pariwisata memiliki dua tahapan yaitu secara instensifikasi dan ekstensifikasi.
Dalam tahap intensifikasi disporabudpar menerapkan strategi yang diakukan
secara terus menerus yaitu dengan pendekatan kepada masyarakat dengan cara
mensosialisakan perda, melaksanakan pembinaan SDM, disporabudpar juga
memantau dan mengawasi serta meningkatkan tim penagih dan juga memperbaiki
sistem pemungutan pajak dan retribusi wajib pajak dan retribusi usaha pariwisata.
Dan dari tahap ekstensifikasi disporabudpar selalu terus menggali potensi dan
menginovasi.Dari strategi yang dilakukan oleh Disporabudpar dalam peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Balikpapan melalui pajak daerah sektor
pariwisata, strategi yang telah di aplikasikan dengan baik adalah
mensosialisasikan perda dan pembinaan SDM agar lebih berkualitas namun,
cukup mengecewakan karena kurang optimalnya strategi dalam memperbaiki
sistem pemungutan pajak dan retribusi usaha daerah belum diaplikasikan dengan
baik. Selain itu strategi ekstensifikasi yang berusaha untuk terus menggali potensi
dan menginovasi  juga belum diimplementasikan dengan optimal.
14Tiara Apriani Putri Jessy, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Balikpapan melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata”, Skripsi (Samarinda:Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2014),  h.i.
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“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas
Pendapatan Daerah Kota madium”, oleh Haris Bayukarno Putra.15
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara. Pajak parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pajak yang
dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat
parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan
Garansi Kendaraan Bermotor yang memumungut bayaran. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir dan hambatan-hambatan yang
dihadapi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dari Dinas Pendapatan
Daerah Kota Madiun yang pendataan dan sistem pemungutan. Pendataan dan
pemungutan yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik. Pendataan
merupakan kegitan rutinitas dalam setiap bulannya. Dasar pemungutan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pajak
Parkir. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerimaan pendapatan adalah
wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak dan objek pajak yang
berpindah-pindah.
15Haris Bayukarno Putra, “Upaya Peningkatan Pandapatan Asli Daerah melalui Pajak
Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Madium”, Skripsi (Surakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Sebelas Maret, 2010), h.xi.
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“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi
Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, oleh Nining
Yuningsih.16
Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan
daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.
Berkaitan dengan PAD dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi
sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor
wisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan
daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD.Hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai
Pangandaran dengan membangun berbagai fasilitas wisata, promosi lewat media
massa, maupun pameran wisata, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa faktor yang mendorong pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran
adalah adanya daya tarik yang dimiliki oleh pantai Pangandaran, yang didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya
adalah adanya faktor internal, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai,
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang, kurangnya kesadaran
dari para pengusaha usaha jasa pariwisata dn masyarakat, terdapatnya lahan tidur,
abrasi pesisir pantai, kurang tertibnya pedagang kaki lima dan masih terbatasnya
dana. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya persaingan yang semakin ketat,
krisis moneter, adanya pengaruh luar, kultur masyarakat yang kurang mendukung,
kurangnya kesadaran wisatawan dan kurang sadarnya lembaga-lembaga swata
terhadap sarana dan prasaran kepariwisataan.
16Nining Yuningsih, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, h.ix.
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Upaya dan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku
pengelola adalah dengan cara memindahkan para pedagang kaki lima,
membangun pancang dan dermaga penahan abrasi, rehabilitasi dan penanaman
pohon baru, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa
pariwisata, dan meberikan Diklat kepegawaian kepariwisataan.
“Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissappu Di Kabupaten
Bantaeng”, oleh Ian Asriandy.17
Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang
dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya
alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari
dalam maupun luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi dan mampu
menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi, pariwisata dapat
menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan
tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Namun
pengembangan kawasan obyek wisata belum dilakukan pada beberapa kawasan
obyek wisata.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan dan
implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari beberapa
dimensi-dimensi, yakni Tujuan, Kebijakan, dan Program yang akan menghasilkan
suatu strategi dari beberapa definisi strategi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen
17Ian Asriandy, “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten
Bantaeng”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, 2016,
h.iii.
17
laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,
tulisan serta hasil penelitian mengenai Strategi Pengembangan Obyek Wisata.
“Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”,
oleh Syaharuddin H, Mappa Nasrun dan Alwi.18
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis strategi peningkatan
pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dikabupaten mamuju
tahun 2005 s.d. 2009 belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi perencanaan dan perumusan target pendapatan asli daerah masih
lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Hal ini sangat
mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Peraturan daerah yang digunakan
sebagai dasar hukum pemungutan berbagai macam pungutan pajak dan retribusi
daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan daerah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tahun
anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009 tren yang paling stabil kenaikannya
adalah Pos Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah. Sehingga dalam perspektif ke
depan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mudah
untuk di optimalkan serta diproyeksikan. Sementara sektor yang lain memiliki
tingkat fluktuatif (naik turun) cukup tinggi, sehingga untuk dilakukan proyeksi
secara akurat untuk pertimbangan tahun anggaran berikutnya sedikit mengalami
probabilitas tinggi. Namun secara mikro pertimbangan potensi dan proyeksi
dilakukan secara cermat melalui tren masing-masing.
18Syaharuddin H, Mappa Nasrun dan Alwi, “Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana , Universitas Hasanuddin, 2015), h.i
18
Berdasarkan hasil tinjauan dari kelima tulisan Skripsi diatas yang
membahas tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),yang
membedakan tulisan penulis itu sendiri dengan kelima tulisan diatas yaitu penulis
lebih fokus untuk meneliti Elite Lokal dan Otonomi Daerah (studi terhadap
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia di
Kabupaten Jeneponto), karena menurut penulis Kabupaten Jeneponto merupakan
Kabupaten terbelakang diantara kabupaten lainnya dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah dengan pengembangan pariwisata itulah Kabupaten
Jeneponto dapat meningkatkan perekenomiannya. Sebagaimana Kabupaten
Jeneponto mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk
dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata
alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata adalah salah satu
yang sangat besar potensinya dalam menumbuhkan pendapatan daerah dan cukup
pesat dimasa mendatang, pariwisata juga merupakan salah satu kegiatan yang
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan
perekonomian nasional. Sehingga dengan demikian pemerintah daerah dalam hal
ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mengambil langkah kebijakan yang






Elite adalah minoritas yang efektif dan bertanggung jawab. Dalam arti
efektif setelah melihat pelaksanaan kegiatan terkait kepentingan dan perhatian
kepada orang lain tempat golongan elite ini berkiprah. Golongan elit secara sosial
mempunyai arti bertanggung jawab untuk merealisasikan tujuan-tujuan sosial
yang penting dan menjaga terus berlanjutnya social order. Dibandingkan rakyat
biasa, golongan elit mempunyai tanggung jawab yang lebih besar.19
Menurut Pareto, mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu
yang terbaik merekalah yang dikenal sebagai Elit. Elit adalah orang-orang yang
berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.
Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto
juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang
berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang
kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik,
karakter moral, dan sebagainya.
Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu :
1. Lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing
elite), dan elit yang tidak memerintah (non-governing)
2. Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.
Gaetano Mosca (1858-1941) juga mengembangkan teori elit politik secara
lebih jauh. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu
Oligarki. Mosca menolak dengan gigih klasifikasi pemerintahan ke dalam bentuk-
bentuk Monarki, Demokrasi, dan Aristokrasi.Menurut Mosca, selalu muncul dua
19 Yusron. Elite Lokal dan Civil Society (Kediri di tengah demokratisasi). (Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2009), h. 38.
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kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah.
Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua
fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang
didapatnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih
besar, lebih legal, terwakili dan keras serta mensuplai kebutuhan kelas yang
pertama, paling tidak pada saat kemunculannya, dengan instrumen-instrumen
yang penting bagi vitalitas organisme politik.
Dalam perspektif Pareto maupun Mosca, elite menunjuk kepada suatu elite
yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili
sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat. Kekuatan-kekuatan sosial yang
mampu menjalankan fungsi sosial dan yang terkuat di Indonesia adalah
pemerintah, sedang kekuatan sosial non pemerintah pada umumnya tidak
mempunyai kemampuan untuk memposisikan diri sebagai “strategic or power
elite” yang dapat mengimbangi “the ruling class”.20
2. Otonomi Daerah
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa permasalahan maupun sumber
daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia setiap daerah/kota
berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan potensi sumber daya tersebut dapat
menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan pada masing-masing
daerah, terlebih lagi dengan menguatnya egoisme kedaerahan telah mendorong
daerah lebih banyak melihat kedalam.21
Otonomi merupakan salah satu opsi kebijaksanaan yang tepat untuk tetap
menjaga suatu wilayah negara agar tetap dalam kerangka Negara Kesatuan,
disamping peningkatan derajad keadilan sosial serta sejumlah kebijaksanaan
20 Yusron. Elite Lokal dan Civil Society (Kediri di tengah demokratisasi). (Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2009), h. 38.
21 HAW. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2005), h.56.
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ekonomi secara khusus yang akan diberlakukan kepada  suatu daerah. Otonomi
daerah juga merupakan juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik
ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan “Negara Bangsa”. Karena dengan
otonomi akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan
dan kesatuan di antara segenap warga bangsa selama ini.22
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah
terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh
penghasilan/pendapatan terlindungnya dari segala gangguan, dan tercipta rasa
aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. Salah satu aspek penting
otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat
berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta
memberikan pelayanan kepada publik.23
Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya
yang utama: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya24.
a) Di Bidang Politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan
desentralisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk
membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih
secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan
pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan
memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas
pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintahan juga berarti
transparansi kebijakan. Artinya untuk setiap kebijakan yang diambil, harus
22Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. OTONOMI DAERAH (Dalam Negara kesatuan).
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 210.
23 HAW. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2005), h.58.
24 Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. OTONOMI DAERAH (Dalam Negara
kesatuan). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 173-175.
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jelas siapa yang memprakarsi kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos
yang harus dipikul, siapa yang diuntungkan, apa resiko yang harus
ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu
gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur
pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem
dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif, serta
mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.
b) Di Bidang Ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak
lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan
kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan
potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan
memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk
menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan
membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi
di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa
masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke
waktu.
c) Di Bidang Sosial dan Budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik
mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat
yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif
terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di
sekitarnya.
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3. Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh
seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk
mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan
itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Aspek kebijakan umum
menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-
cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu
ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan oleh
pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.25
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu mulai dari program, ke
proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim
dalam manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program
yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada
kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun
kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik
sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-
tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan
menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang
25 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 20.
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ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi
publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.26
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul
Sabatier27mengatakan bahwa:
Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau
diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, implementasi merupakan
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran
kebijakan itu sendiri.
Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah
kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.
Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut28:
a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
b) Derajat perubahan yang diinginkan
26Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, ( Jakarta: PT Buku Kita, 2008),
h.146-147
27Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang: UPT Penerbitan
Universitas Muhammadiyah, 2008), h.65
28 Samodra Wibawa. Evaluasi Kebijakan Publik. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1994), h. 22-23.
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c) Kedudukan pembuat kebijakan
d) (Siapa) pelaksana program
e) Sumber daya yang dihasilkan
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
b) Karakteristik lembaga dan penguasa
c) Kepatuhan dan daya tanggap.
4. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang
terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu
menjadi lebih baik lagi.Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses
pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang
dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya
terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja.
Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, disini ada
dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih
banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan
perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.29
Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu
masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi
proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba
lebih baik. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional
yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi
29Chapter II. pdf diakses pada 17 Oktober 2016 pukul 20.00 WITA di
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21049/3/chapter%20II.pdf
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maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, proses pembangunan di semua masyarakat
paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut30:
1. Peningkatkan persediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang
kebutuhan yang seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan
keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan,
tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas
pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan
yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil,
melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pada pribadi dan bangsa yang
bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa
secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap
menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negar-bangsa
lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-
nilai kemanusiaan mereka.
Pembangunan ekonomi mengulas soal alokasi sumber daya yang seefisien
mungkin dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke
waktu, pembangunan ekonomi juga menitikberatkan perhatiannya kepada
berbagai mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional yang harus diciptakan
demi meningkatnya standar hidup penduduk miskin di negara-negara dunia ketiga
secara tepat dan besar-besaran. Untuk itu, pembangunan ekonomi juga
memberikan perhatian besar kepada formulasi kebijakan-kebijakan publik yang
dibuat demi menghadirkan serangkaian transformasi ekonomi, sosial, dan
institusional yang sekiranya dapat berdampak positif terhadap kondisi masyarakat
30 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 28.
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secara keseluruhan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika tidak, maka
kesenjangan antara aspirasi dan kenyataan akan terus melebar dari tahun ke tahun.
Atas dasar alasan inilah maka pembangunan ekonomi secara tegas berani
meninggalkan analisis ekonomi neoklasik tradisional dengan menyatakan
bahwasanya sektor publik (pemerintah) harus diakui dan dipercaya untuk
memikul peranan yang lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya-upaya
pengelolaan perekonomian nasional.31
Sebagai sebuah ilmu sosial, ilmu ekonomi berfokus kepada manusia dan
bagaimana cara-cara terbaik menyediakan berbagai materi secara memadai demi
memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan potensinya sebagai manusia yang
utuh seoptimal mungkin. Terpusatnya perhatian kita kepada promosi
pembangunan menunjukkan suatu pengukuran nilai tersendiri yang bersifat
implisit mengenai apa yang baik (yakni pembangunan) dan apa yang buruk (yakni
keterbelakangan). Namun, harus dugarisbawahi bahwa makna istilah
“pembangunan” itu tidak sama bagi setiap orang. Meskipun para pengamat pada
umumnya menganggapnya sebagai suatu hal yang baik, namun ada pula yang
menilai sebaliknya32. Ada empat model pembangunan, yaitu model pembangunan
ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja,
penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut,
semua ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang
dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan
tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian
sampai batas maksimal.
31 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 28.
32 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.29.
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Pendekatan kebijakan atas masalah kemiskinan serta ketimpangan
distribusi pendapatan mempunyai kebijakan yang komponen-komponennya
bersifat saling melengkapi dan saling menunjang. Sebuah kebijakan yang bersifat
komplementer dan saling mendukung itu harus meliputi tiga unsur fundamental.
Adapun ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut33:
1) Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang guna mengoreksi
berbagai distorsi harga-harga relatif dari masing-masing faktor produksi demi
lebih terjaminnya pembentukan harga-harga pasar yang selanjutnya akan mampu
memberikan sinyal-sinyal dan insentif yang tepat (sesuai dengan kepentingan
sosial) bagi para produsen maupun pemasok sumber daya. Harga pasar yang
bebas distorsi tersebut harus dapat membantu terciptanya proses-proses produksi
yang lebih efisien, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, dan pengentasan
kemiskinan, serta peningkatan upaya penelitian dan pengembangan teknologi
metode-metode produksi yang lebih padat karya serta lebih efisien.
2) Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menghasilkan
berbagai perubahan struktural dalam sidtribusi aset, kekuasaan dan kesempatan
memperoleh pendidikan serta penghasilan (pekerjaan) yang lebih merata.
Kebijakan-kebijakan seperti ini tidak hanya terarah pada bidang ekonomi yang
relatif terbatas, tetapi bahkan menjangkau keseluruhan aspek sosial, kelembagaan,
budaya dan politik di negara-negara berkembang. Tanpa adanya perubahan-
perubahan struktural yang mendasar dan redistribusi kekayaan secara besar-
besaran, baik secara langsung (misalnya melalui pengambilalihan kendali
pengelolaan ekonomi dan pendapatan oleh pemerintah) atau secara bertahap
(melalui redistribusi hasil-hasil pertumbuhan) maka, kesempatan untuk
memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin di daerah-daerah pedesaan maupun
33 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.269-270.
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perkotaan secara signifikan akan sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan
dicapainya segala hasil yang diinginkan.
3) Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang khusus dibuat untuk memodifikasi
ukuran distribusi pendapatan sekelompok masyarakat berpenghasilan tinggi
melalui pajak progresif atas pendapatan dan kekayaan mereka, dan pada
kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui tunjangan langsung maupun
melalui upaya-upaya penyediaan berbagai macam barang komsumsi dan
peningkatan jasa-jasa pelayanan yang dibiayai oleh pemerintah, termasuk program
ketenagakerjaan. Efek netonya adalah penciptaan “jaring pengaman” bagi orang-
orang yang sebelumnya merasa diabaikan atau disisihkan dari hingar-bingarnya
proses pembangunan.
Model pembangunan sosial ekonomi pada dasarnya menekankan
pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelommpok marjinal,
yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan
ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui (1) upaya
menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara
ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja, (2) menyediakan dan memberikan
pelayanan sosial khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan,
perumahan, serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan
produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Upaya
pertama mengarah penciptaan peluang bagi kelompok yang lemah secara
ekonomi. Upaya kedua mengarah pada peningkatan kemampuan mereka dalam
merebut dan memanfaatkan peluang yang telah diciptakan tadi. Untuk
mewujudkan kedua hal ini diperlukan adanya intervensi pemerintah, misalnya
melalui perundang-undangan yang mengatur quota (keterwakilan sosial) dalam




Secara sistematis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian
ini adalah sebagai berikut :
A. Jenis penelitian yang digunakan  Kualitatif
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif disini adalah suatu bentuk penelitian yang
mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau suatu
keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk
narasi.34
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan
menggambarkan Bagaimana peran Elit Lokal dalam mengembangkan
potensi obyek wisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia di
Kabupaten Jeneponto dari sudut fakta secara faktual dan cermat.
B. Subjek/Objek Penelitian
a) Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti.
b) Informan merupakan penduduk Kabupaten Jeneponto. Informan yang
akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Jeneponto Sulawesi Selatan.
 Ibu Ir. Ginawaty Paledengi selaku Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
34 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 104
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2. LSM Pemerhati Pariwisata di Kabupaten Jeneponto.
 Verawati selaku pemerhati pariwisata di Kabupaten
Jeneponto.
3. Masyarakat di sekitar lingkungan Birtaria Kassi (di Kelurahan
Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea) dan Lembah Hijau
Rumbia (di Desa Tompobulu, Kecamatan Kelara Rumbia).
 Dg. Mille selaku pengelola Birtaria Kassi
 Ibu Dewi salaku masyarakat yang tinggal disekitar Birtaria
Kassi
 Ibu Ros selaku masyarakat sekitar Birtaria Kassi
 Ibu Tati pelaku usaha disekitar Birtaria Kassi
 Dg. Kanang pelaku usaha disekitar Birtaria Kassi
 Ibu Irma selaku pengelola Lembah Hijau Rumbia
(LHR)/yang mewakili bapak Ridwan
 Ibu Ida pelaku usaha disekitar Lembah Hijau Rumbia
(LHR)
 Ibu Fitri pelaku usaha sekitar Lembah Hijau Rumbia (LHR)
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga
teknik yaitu:
a) Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di
lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah
penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas dari
kenyataan yang ada tentang keadaan dan kondisi objek yang akan
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diteliti. Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk
mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui wawancara.
b) Wawancara
Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana
jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus,
wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data
tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan
tidak banyak literatur yang membahasnya. Wawancara dilakukan
dengan mengikuti petunjuk pedoman wawancara yang sebelumnya
telah dibuat oleh peneliti.
c) Studi Literatur
Studi Literatur adalah cara yang dipakai untuk mengimpun data-
data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang
diangkat dalam penelitian ini. Studi literatur bisa dapat dipakai  dari
berbagai sumber, jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka.
D. Teknik Analisis Data
Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis
data yang berbentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang
sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih muda dalam
menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di
kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk teks agar lebih
di mengerti. Untuk menganalisis bagian fenomena di lapangan, langkah-
langkah yang dilakukan adalah sebagi berikut:
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a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi lapangan dan
dokumentasi.
b. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan
lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang
sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
c. Penyajian data setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya
adalah penyajian (display) data. Penyajian data di arahkan agar data hasil
reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, hingga makin
mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian
naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan,
sehingga menjadi informasi yang dapatdi simpulkan dan memiliki makna
tertentu.
Data-data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan dengan cara
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis,
tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan
pemahaman dan penjelasan secukupnya.
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E. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran awal mengenai
penelitian ini, maka akan dijelaskan sekilas hal-hal yang paling mendasar
di dalam isi skripsi ini, sebagai berikut:
Pada BAB I, Terdapat pendahuluan yang meliputi tentang latar
belakang yang mendasari penelitian tersebut, rumusan masalah yaitu
sebuah dasar yang digunakan dalam meneliti, batasan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian diadakan, dan tinjauan pustaka.
Pada BAB II, Teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian
ini.
Pada BAB III, memuat tentang metode penelitian yang penulis
gunakan.
Pada BAB IV, memuat tentang Gambaran umum lokasi penelitian
meliputi mendeskripsikan lokasi baik letak geografis dan jumlah penduduk
di lokasi itu dan membahas tentang analisi dan hasil penelitian mengenai
kebijakan publik terhadap pengembangan obyek pariwisata di kabupaten
Jeneponto. Dan menganalisis dari apa yang terdapat pada rumusan
masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik terhadap pengembangan
obyek pariwisata di kabupaten Jeneponto.
Pada BAB V, Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang akan
menguraikan inti dan hasil pokok yang di dapatkan dari penelitian yang




GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jeneponto terletek di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi
Sulawesi selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang
± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletekdiantara 50 16’ 13” – 50 39’ 35”
Lintang Selatan dan 120 40’ 19” – 120 7’ 51” Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto
berbatasan dengan : Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara
berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Bantaeng.35
Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2.
Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan
tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah
Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen
Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara
seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk Pekarangan
seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang / Huma seluas 31 ha
atau 0,04%.
Topografi36
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya
memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian
Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat ke
35 Badan pusat statistik kabupaten jeneponto tahun 2015
36 Badan pusat statistik kabupaten jeneponto tahun 2015
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Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut.
Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura
dan sayur-sayuran.
Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran
dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan
bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0
sampai dengan 100 meter di atas permukan laut.
Daerah ini nilai ekonominya cukup potensial untuk pengembangan
tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pada bagian Selatan meliputi
wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di
atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila
dijadikan sebagai arel pengembangan industri penggaraman dan daerah ini telah
tumbuh usaha penggaraman rakyat.
Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Terkenal sebagai Kota Turatea, yang berarti “orang
dari atas“. Jeneponto juga terkenal sebagai kota Kuda, makanya apabila kita
sudah memasuki kota Bontosunggu yang merupakan ibukota Kabupaten
Jeneponto, Kita akan disuguhi pemandangan sebuah patung Kuda di dekat Parang
Passamaturukang. Salah satu hal yang mungkin membuat Jeneponto di kenal
sebagai kota kuda adalah adanya pasar yang khusus menjual kuda terletak di
daerah Tolo’dan hal lain tentu saja karna Coto Makassar dan Konro-nya. Daerah
ini secara geografis terbagi atas dua wilayah, Wilayah Utara yang terkenal dengan
pertaniannya yang subur dan pesisir Selatan yang merupakan daerah dataran
rendah dengan kekeringan yang panjang apabila musim penghujan datang. Tak
heran kalau Jeneponto terkenal sebagai daerah gersang dan tandus karna jalan
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poros Propinsi yang melalui daerah ini adalah wilayah selatan, Padahal
sebenarnya Jeneponto juga memiliki daerah yang subur.37
1. Gambaran umum Kelurahan Tonrokassi Barat
Kelurahan Tonrokassi barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak
diwilayah kecamatan Tamalatea yang memiliki luas wilayah 6,73 Km atau sekitar
11,69% dari luas wilayah Kecamatan Tamalatea. Tonrokassi barat juga
merupakan pemekaran dari kelurahan Tonrokassi.38
Letak geografis Kelurahan Tonrokassi Barat merupakan kelurahan yang
memiliki ketinggian berkisar antara 0–500 m diatas permukaan laut oleh karena
itu kelurahan Tonrokassi Barat merupakan kelurahan penghasil ikan dan rumput
laut didaerah ini karna lokasinya sangat dekat dengan laut setiap tahunnya bisa
menghasilkan kurang lebh 477,1 ton perikanan laut dan 398,57 ton tumput laut.39
Kelurahan tonrokassi merupakan salah satu kelurahan yang letaknya
sangat strategis karena lokasinya berada dijalan poros menuju ke ibukota. Dari
kota makassar perjalanan menuju ke Tonrokassi barat itu dapat dijangkau dengan
kendaraan roda dua untuk waktunya kurang lebih 2 jam karena jarak dari kota
makassar 80 km. Sedangkan untuk menuju keibukota jeneponto jaraknya  sekitar
20 km.
a) Agama /Kepercayaan yang dianut masyarakat
Kelurahan Tonrokassi Barat memiliki sarana beribadah sebanyak 6
masjid dan 2 unit mushollah yang digunakan masyarakat sebagai sarana
untuk melakukan ibadah karena penduduk Kelurahan Tonrokassi Barat
100 % adalah agama islam serta digunakan juga sebagai tempat belajar
mengajar bagi santri atau anak – anak untuk belajar baca tulis Al Quran.
37http://jenepontokab.go.id/index.php/selayang-pandang/letak-geografis, diakses pada
tanggal 13 April 2017, Pukul 12.50 wita.
38 Badan pusat statistik kabupaten jeneponto tahun 2015
39 Badan pusat statistik kabupaten jeneponto tahun 2015
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b) Geografis dan Teografi
Kelurahan Tonrokassi Barat adalah salah satu desa yang terletak
diwilayah kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang memiliki luas
wilayah sekitar 6,73 Km atau sekitar 11,69% dari luas wilayah Kecamatan
Tamalatea.
Kalurahan Tonrokassi Barat memiliki dua musim yaitu musim
hujan dan musim kemarau musim hujan terjadi antara bulan November
sampai Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan mei
sampai dengan bulan oktober
c) Keadaan sosial ekonomi penduduk
 Jumlah Penduduk
Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2015 maka jumlah penduduk
kelurahan Tonrokassi Barat termasuk wilayah padat penduduk karena
dilihat dari jumlah penduduknya sebanyak 3179 jiwa yang terbagi atas
1531 jiwa laki – laki dan 1648 jiwa perempuan yang tersebar di 711
KK.40
 Pekerjaan Pokok dan Sampingan Masyarakat
Kelurahan Tonrokassi Barat berada dijalan poros menuju
keibukota tetapi ada juga masyarakat pimggiran yang tinggal disekitar
pantai oleh karena itu sebagian besar masyarakat Tonrokassi barat
adalah petani pangan dan nelayan yang dijadikan sumber penghidupan
bagi masyarakat. Namun disamping itu masyarakat kelurahan
tonrokassi barat juga memiliki pekerjaan sampingan antara lain yang
paling menonjol adalah  berdagang dan beternak sapi yang dijadikan
sebagai penghasilan tambahan.
40 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2015
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 Tingkat Pendidikan
Peningkatan kualitas manusia sangat mutlak dibutuhkan secara
berkesinambungan. oleh karena itu pendidikan apapun itu bentuknya
perlu ditata terus menerus oleh karena itu maka perlu perluasan
kesempatan belajar dibuka seluas luasnya tanpa membeda – bedakan
untuk mencapai pendidikan yang maksimal perlu perhatian seluruh
elemen agar semua masyarakat dapat menikmati pendidikan khususnya
masyarakat kelurahan Tonrokassi Barat. Di kelurahan Tonrokassi Barat
terdapat 3 sekolah dasar yang menampung sebanyak 490 siswa, 2
sekolah menengah pertama yang menamoung sebanyak 155 siswa, 1
sekolah menengah pertama yang menampung sebanyak 142 siswa, 1
Madrasah Tsanawiyah yang menampung sebnyk 375 siswa, dan 1
Masrasah Aliyah yang menampung sebanyak 107 siswa.
 Sarana dan prasarana desa
Sarana taransportasi dikelurahan Tonrokassi barat sangat terjamin
karena wilayah ini merupakan salah satu daerah di kabupaten Jeneponto
yang terletak dijalan poros menuju keibukota Jeneponto jadi tidak ada
kendala setiap kita ingin beraktifitas.
2. Gambaran umum Desa Tompo Bulu
Desa Tompo Bulu adalah salah satu desa yang terletak diwilayah
kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yang memiliki luas wilayah sekitar 3,34
Km atau sekitar 5,73 % dari luas wilayah Kecamatan rumbia.Letak geografis Desa
Tompo Bulu merupakan Desa yang termasuk desa yang berada pada dataran
tinggi yang memiliki ketinggian berkisar antara 600– 1627 m diatas permukaan
laut oleh karena itu desa Tompo Bulu memiliki lahan pertanian yang sangat luas
terkhusus lahan perkebunan dan biasa juga dijuluki desa penghasil tanaman sayur
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– sayuran. Luas Tompo Bulu perkebunan 304,32 Ha luas Tompo Bulu
persawahan 49,20 Ha dan luas perumahan 29,68 Ha.41
Desa Tompo Bulu merupakan desa yang letaknya sangat strategis karena
merupakan desa yang terletak diantara kabupaten jeneponto dan kabupaten Gowa
serta memiliki jalur transpotasi yang dapat menghubungkan 4  desa yaitu desa
jenetallasa,desa kassi, desa Ujungbulu dan desa bontotiro serta Desa Tompo Bulu
juga merupakan desa  penghubung menuju kabupaten Gowa  namun desa Tompo
Bulu merupakan desa paling jauh dari ibukota kecamatan Rumbia yang memiliki
jarak 17 km dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 30 menit dan
kendaraan roda 4 dapat ditempuh selama 40 menit sedangkan jarak ke ibu kota
kabupaten 36 km dengan jarak tempuh menggunakan sepeda motor selama 60
menit dan kendaraan roda 4 dapat ditempuh selama 90 menit pada umumnya
masyarakat desa Tompo Bulu menggunakan kendaraan roda 2  dan roda 4 . Desa
Tompo Bulu juga merupakan desa yang berada diatas bukit maka desa Tompo
Bulu kaya akan sumber daya alam termasuk penghasil sayur-sayuran dan tanaman
perkebunan seperti kopi dan coklat  dan jagung manis serta beberapa tahun ini
masyarakat telah mulai beternak sapi.42
41 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompobulu kecamatan Rumbia, Kab.
Jeneponto, Tahun 2015-2020
42 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompobulu kecamatan Rumbia, Kab.
Jeneponto, Tahun 2015-2020
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 Alur sejarah desa Tompobulu
TAHUN REKAMAN KEJADIAN
KETERANGAN
1956 Awal Berdirinya Desa Tompobulu
1956-1968 Desa Tompobulu Pertama kali
dipimpin Oleh Bapak Almarhum  KR.
RANI Yang Menjabat Selama 12
Tahun  Periode Yang Terdiri dari
beberapa gallarang sebelum dirubah
menjadi Lingungan Yang Saat Ini
disebut Dusun
1968-1973 Periode Selanjutnya Dipimpin Oleh
Bapak Almarhum KR.BUANG
1973-1978 Desa Tompobulu Dipimpin Oleh
Bapak Almarhum KR.TAYANG
1978-1998 Desa Tompobulu Dipimpin Oleh
Bapak Almarhum H.TINGGI yang
menjabat selama 4 periode
1998-2008 Desa Tompobulu Dipimpin Oleh
Bapak ABD.HAMID MILE Selama 2
Periode Yakni 10 Tahun
2008-2013 Desa Tompobulu Dipimpin Oleh
Bapak KAMALUDDIN KR.SESE
Selama 1 Periode Yakni 5 Tahun
2013-sekarang Desa Tompobulu Dipimpin Oleh Ibu
HJ.MARWIAH,S.PdI - Sekarang
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Secara Administrasi Desa Tompo Bulu telah mengadakan pemagaran
dusun yang pada awalnya hanya memiliki 5 dusun yaitu dusun Batupangkayya,
dusun Boro, dusun Manggunturu, dusun Sunggumanai dan dusun Campagatinggia
sekarang sudah memiliki 6 dusun yang terdiri dari dusun Kappe.
a) Agama /Kepercayaan yang dianut masyarakat
Desa Tompo Bulu memilki sarana beribadah sebanyak 6 masjid dan 1 unit
mushollah yang digunakan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan ibadah
karena penduduk desa Tompo Bulu 100 % adalah agama islam serta digunakan
juga sebagai tempat belajar mengajar bagi santri atau anak – anak untuk belajar
baca tulis Al Quran.
b) Geografis dan Teografi Desa Tompo bulu
Desa Tompo Bulu adalah salah satu desa yang terletak diwilayah
kecamatan Rumbia kabupaten jeneponto yang memiliki luas wilayah sekitar 3,34
Km atau sekitar 5,73 % dari luas wilayah Kecamatan rumbia.
Desa Tompo Bulu memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim
kemarau musim hujan terjadi antara bulan November sampai Bulan April,
sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan mei sampai dengan bulan oktober.
Desa Tompo Bulu beriklim tropis dengan tipe iklim C2 yaitu tipe iklim yang
memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan dikarenakan desa
Tompo Bulu memiliki berada di ketinggian 600-1527 meter. Jumlah rata – rata
curah hujan desa Tompo Bulu selam beberapa tahu ini mencapai 1.535 mm
dengan rata –rata jumlah haari hujan 100 hari curah hujan tertinggi jatuh pada
bulan januari dan februari sedang curah hujan terendah yajni pada bulan juli,
agustus dan September.43
43 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompobulu kecamatan Rumbia, Kab.
Jeneponto, Tahun 2015-2020
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Desa Tompo Bulu adalah salah satu desa yang terletak diwilayah
kecamatan Rumbia kabupaten jeneponto yang memiliki luas wilayah sekitar 3,34
Km atau sekitar 5,73 % dari luas wilayah Kecamatan rumbia.
Luas wilayah Desa Tompo Bulu dibagi menjadi tiga Tompo Bulusi yaitu
Tompo Bulusi persawahan, Tompo Bulusi perkebunan, dan Tompo Bulusi
perumahan penduduk dengan batas-batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujungbulu
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontotiro
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loka
 Sebelah Barat berbatasan dengan kab. Gowa
c) Keadaan sosial ekonomi penduduk
 Jumlah penduduk
Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2015 maka jumlah penduduk
desa Tompo Bulu masih dalam keadaan kurang padat karena dilihat dari
jumlah penduduk yang hanya 1854 jiwa yang terbagi atas 918 jiwa laki – laki
dan perempuan 936 jiwa yang tersebar di 441 KK.
 Pekerjaan Pokok dan Sampingan Masyarakat
Desa Tompo Bulu berada pada ketinggian oleh karena itu sebagian
besar masyarakat desa Tompo Bulu adalah petani berkebun dan petani sawah
yang dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat. Namun disamping itu
masyarakat desa Tompo Bulu juga memiliki pekerjaan sampingan antara lain
yang paling menonjol adalah  beternak sapi yang dijadikan sebagai penghasilan
tambahan akan tetapi belum semua masyarakat yang memiliki ternak hanya




Salah satu faktor penunjang peningkatan pendapatan masyarakat adalah
pendidikan namun kalau melihat hasil sensus desa Tompo Bulu maka dapat
kita lihat bahwa tinkat pendidikan dan keterampilan masyarakat masih sangat
relative rendah disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat
serta sarana dan prasarana pendidikan yang masin sangat kurang sehingga
tingkat tingkat pendidikan sangat rendah.
Taman kanak – kanak dan PAUD: Taman kanak kanak sebanyak 1
unit  dan 4 dusun rencana masing2 1 unit  setiap dusun untuk PAUD  sebab di
4 dusun tersebut perlu pembangunan akan tetapi ini merupakan juga
momentum sangat penting untuk dijadikan wadah masyarakat dusun demi
mendapat pembinaan usia dini di bidang pendidikan.
Sekolah Dasar:Terdapat 2 unit SD besar yang terletak didusun Boro
dan dusun Sunggumanaiyang memiliki jumlah siswa sebanyak 353 orang di
dua tempat tersebut.Dan perencanaan pembangunan SDkecil Dusun
Batupangkayya ( Kampung Galung Boro) karena akses siswa menjadi tolak
ukur masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ditempat jauh dari lingkungan
mereka.Disamping itu sarana dan prasarana yang masih sangat perlu
ditingkatakan agar dapat menampung anak usia sekolah lebih banyak lagi dan
peningkatan sekolah dari sekolah kecil menjadi sekolah besar.
Sekolah Menegah Pertama: terdapat 1 unit sekolah SMP dan satu
Madrasah Tsanawiyah dengan  Aliyah Swasta YAPIB  yang menampung
sebanyak 229 siswa dan masing-masing memiliki tenaga pengajar dan pegawai
sebanyak 16 orang serta status sekolah SMP,MTs dan Aliyah  yang masih
berstatus swasta sehingga perhatian seluruh elemen masih sangat kurang oleh
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sebab itu perlu penambahan ruang kelas serta penambahan tenaga pengajar
agar dapat menampung anak usia sekolah lebih banyak lagi serta peningkatan
kwalitas tenaga pengajar namun disisi lain walau sekolah SMP masih tergolong
sangat kecil namun masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya sekolah
tersebut karena biaya sekolah anak mereka menjadi kurang karena tidak lagi
keluar desa untuk menuntut ilmu.
Sekolah Menegah Atas : Perlu kiranya ada sekolah menengah atas 1
unit yang menjadi dukungan dengan SMP Negeri 2 Rumbia sebab di desa
Tompobulu obyek utama sarana penunjang dengan keberadaan smpn 2 Rumbia
dan MTs Boro. Sebab anak masyarakat Desa Tompobulu lebih memilih
sekolah dikecamatan tetangga di kab. Gowa (Malakaji)yang masih  perlu di
perhatikan pula kendala masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang
menyekolahkan anaknya di jangkauan ekonomi masih lemah.
 Sarana dan prasarana desa
Sarana taransportasi di desa Tompo Bulu sepanjang 6,5 kilometer sudah
dilakukan pengaspalan namun sudah ada sebahagian yang sudah mengalami
rusak yang sangat parah yang menghubungkan dari desa kassi menuju desa
Tompo Bulu dan desa jenetallasa serta menghubungkan juga antara desa
Ujungbulu dengan Jalan menuju Desa Loka dan desa ujung bulu dan trdapat
pula jalan tani sepanjang 8 kilometer yang terdapat pada dusun Boro dan 1
kilometer yang teletak di dusun Batupamgkayya  menuju dusun  Kappe PPIP
yang baru selesai dikerja dan kerja sama swadaya masyarakat dengan cara
bergotong royong.
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B. Analisis Hasil Penelitian
1. Peran Elit Lokal dalam mengembangkan obyek wisata di Kabupaten
Jeneponto
Pengembangan pariwisata adalah sumber daya keragaman budaya, seni
dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui
pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara
pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata
melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka
pengembangan pariwisata.
Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi
produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat, kesenian, dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam)
lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta
kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar
luar negeri.
Peran Elite Lokal yaitu pemerintah daerah sebagai aktor yang terlibat
dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Jeneponto dalam
mengembangkan obyek wisata yaitu mengeluarkan peraturan yang namanya
RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah), akan tetapi hal ini
masih kurang efektif karena belum teralisasikan 100 %. Adapun langkah-langkah
yang dilakukan adalah melalui tahap perenovasian sarana dan prasanara, promosi
serta pengelolaan retribusi pajak yang memadai. Berikut hasil wawancara yang
dilakukan oleh penulis terkait mengenai tentang bentuk pengembangan yang
dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Jeneponto guna mengembangkan obyek
wisata bersama dengan informan penulis yakni Ibu Ir. Ginawaty Paledengi selaku
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Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jeneponto mengatakan
bahwa:
“Dalam pengembangan obyak wisata di kabupaten Jeneponto itu sendiri
pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yaitu khusus pada pariwisata
ada yang namanya RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah) pemerintah daerah dalam hal ini mengeluarkan misi ini guna
meningkatkan berbagai obyek wisata di kabupaten Jeneponto. Kebijakan
Pemerintah daerah mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten
Jeneponto itu sebenarnnya masih kurang efektif karena pemerintah daerah
itu sendiri dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mampu
untuk menfasilitasi bantuan 100 %, karena ada peraturan yang mengikat
dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun bentuk pengembangan obyek
wisata oleh pemerintah daerah dalam hal ini kami dari Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dengan melakukan pembenahan perenovasian fasilitas yang
ada pada obyek wisata Birtaria Kassi setelah pembenahan itu terlaksana,
akan dilakukan promosi pada obyek wisata ini agar lebih menarik
perhatian para pengunjung dan mengelola retribusi pajak obyek wisata
supaya dapat menunjang Pendapatan asli daerah. Akan tetapi,  Untuk
obyek wisata yang kamu ingin teliti itu khusus Birtaria Kassi saja yang
dikelola oleh pemerintah daerah yaitu kami sendiri dari Dinas Kebudayaan
dan Pariwista kabupaten Jeneponto sedangkan untuk obyek wisata LHR
itu sendiri dikelola oleh pihak swasta yakni selaku pemilik lahan tersebutyang merinstis sendiri LHR”.44
Dalam perspektif Pareto maupun Mosca, elite menunjuk kepada suatu elite
yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili
sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat. Kekuatan-kekuatan sosial yang
mampu menjalankan fungsi sosial45. Kebijakan Publik dalam hal ini menunjukkan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat,
yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat,
baik yang dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan negara adalah serangkaian
tindakan yang ditetapkan dan dilaksakan oleh pemerintah yang mencapai tujuan
atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat”. Kebijakan
ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan,
44 Ir. Ginawaty Paledengi (51 Tahun), Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata
Kabupaten Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, Tanggal 26 November 2016, Pukul 09.43 Wita.
45 Yusron. Elite Lokal dan Civil Society (Kediri di tengah demokratisasi). (Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2009), h. 38.
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sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan ini sejalan dengan apa yang dikemukanan Ibu Ginawaty dalam rangka
pengembangan obyek wisata di Kabupaten Jeneponto. Adapun bentuk-bentuk
pengembangan obyek wisata di Kabupaten Jeneponto:
a. Bentuk pengembangan obyek wisata Birtaria Kassi
1) Pembenahan atau perenovasian fasilitas sarana dan prasana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu obyek kepuasaan
pengunjung terhadap suatu kawasan obyek wisata yang dikunjungi oleh
para wisatawan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat memuasakan
seperti akses jalan, perenovasian fasilitas yang ada agar menunjang
keindahan dan kepuasan wisatawan. Jika tidak dilakukan pembenahan
sesuai dengan standar bagi kenyamanan pengunjung maka kawasan obyek
wisata belum dapat dikatakan sebagai kawasan obyek wisata yang dapat
menarik minat pengunjung dikarenakan adanya ketidakpuasan pengunjung
terhadap sarana dan prasarana tersebut.
Program pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Birtaria
Kassi seperti akses jalan, perenovasian fasilitas, gazebo, pemeliharaan
pintu gerbang dan sarana prasarana lainnya merupakan langkah yang tepat
guna menunjang kepuasan para wisatawan terhadap kawasan obyek wisata
Birtaria Kassi, sehingga harus teralisasi secepatnya.Pembenahan yang
dimaksud adalah perbaikan fasilitas yang sudah rusak diarea obyek wisata
Birtaria Kassi agar menarik para wisatawan untuk berkunjung.
Adapun program pengembangan Destinasi Pariwisata dengan
kegiatan pokok yaitu:
1. Pengembangan obyek wisata unggulan
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
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3. Pemantauan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan
lembaga/dunia wisata
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
pemasaran pariwisata
5. Pengembangan daerah tujuan wisata
6. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan
standarisasi.
Program pengembangan destinasi pariwisata yang diantaranya
berfokus pada pengembangan dari segi fisik, pengembangan ini sangat
perlu dilakukan karena segi fisik adalah gambaran nyata dimana kita dapat
menilai suatu tempat dengan jelas bentuk dan segala sesuatu secara nyata.
Adapun hasil wawancara penulis mengenai dengan program ini bersama
dengan informan penulis yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
menjelaskan:
“Insya Allah kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan
segera merealisasikan pengembangan obyek wisata dengan
melakukan perbaikan sarana dan prasaranya, karena itu sudah
tugas pariwisata, untuk saat ini kita lebih fokus pada obyek wisata
Birtaria Kassi dulu supaya hasilnya lebih bagus. Apabila
obyekwisata Birtaria Kassi sudah terlaksana dengan baik bentuk
pengembangannya kami akan lanjutakan dengan obyek wisatalainnya seperti Air Terjun Tama’lulua Bossolo dan LHR (LembahHijau Rumbia) yang saat ini masih dikelola oleh pihak swasta”.46
Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa saat ini peran
elit lokal dalam merealisasikan program pemerintah daerah untuk
mengembangkan obyek wisata Birtaria Kassi itu sendiri masih kurang
efektif karena belum terlaksana masih dalam tahap perencanaan. Hal ini
disebabkan karena pengelolaan dana yang masih belum bisa dipastikan
kapan bisa dicairkan. Dari pihak Dinas Pariwisata itu sendiri akan terus
46 Ir. Ginawaty Paledengi (51 Tahun), Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata
Kabupaten Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, Tanggal 26 November 2016, Pukul 09.50 Wita.
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berusaha untuk segera merealisasikan pengembangan pada obyek wisata
Birtaria Kassi, karena Birtaria Kassi merupakan suatu obyek wisata
unggulan yang ada di Kabupaten Jeneponto.
Adapun item pembenahan dalam pengembangan obyek wisata
adalah perbaikan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang
baik dan lengkap merupakan nilai tambah dan hal yang dapat
meningkatkan nilai keindahan suatu obyek wisata guna menunjang para
wisatawan untuk menikmati keindahan obyek wisata tersebut. Menambah
wahana pada obyek wisata Birtaria Kassi juga mendukung dalam
pengembangannya serta menjadikan pohon lontara sebagai ciri khas
primadona pariwisata, karena pohon lontara merupakan salah satu ciri
khas yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto.
Adapun hasil wawancara penulis dengan informan yaitu ibu dewi
selaku masyarakat sekitar obyek wisata Birtaria Kassi yang menginginkan
agar pembenahan Birtaria Kassi dapat terlaksana dengan cepat supaya
masyarakat dapat merasakan dampak positifnya dengan adanya obyek
wisata Birtaria Kassi ini:
“Rencana renovasi yang diutarakan pemerintah jangan hanya
sekedar wacana saja. Sebagai warga Jeneponto kami ingin
pembuktian dari pemerintah daerah saat ini, karena penataan dan
pengembangan obyek wisata bagian dari visi misi yang telah
dijanjikan pada saat kampanye calon Bupati 3 tahun yang lalu yangsekarang menjabat sebagai Bupati Jeneponto” tuturnya.47
Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dimana masyarakat
menginginkan agar pemerintah daerah melakukan perenovasian pada
Birtaria Kassi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri
dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan tidak
47 Rosdewi (45 Tahun), Masyarakat disekitar Birtaria kassi, Wawancara, Jeneponto,
Tanggal 29 November 2016, Pukul 11.00 Wita.
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akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau
diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, implementasi
merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2) Melakukan promosi pada obyek wisata Birtaria Kassi
Setelah pembenahan selesai dilaksanakan, maka hal yang juga
penting dilakukan dalam mengembangkan obyek wisata adalah dengan
melakukan promosi. Promosi dalam hal ini adalah pengenalan yang
dilakukan terkait obyek wisata Birtaria Kassi yang berupa penyebaran
informasi melalui segala media informasi dan komunikasi sehingga segala
hal yang ada dikawasan obyek wisata ini dapat terekspose dan menarik
para wisatawan. Misalnya melalui Instagram, facebook, Blog serta melalui
sosial media yang lainnya agar para wisatawan dapat mengetahui bahwa
Birtaria Kassi semakin bagus. Karena, bagaimanapun indah dan
menariknya suatu obyek wisata di suatu tempat, namun tanpa adanya
promosi dari pemerintah maupun pengelola obyek wisata tersebut tidak
akan dijamah oleh wisatawan. Adapun hasil wawancara penulis dengan
ibu Ginawaty selaku kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait
dengan promosi yang akan dilakukan:
“setelah tahap pembenahan atau pernovasian fasilitas sarana dan
prasarana yang ada pada obyek wisata Birtaria Kassi terealisasi
langkah selanjutnya yang kami akan lakukan yaitu melakukan
promosi seperti mengekspose obyek wisata unggulan ini melalui
media sosial apalagi kan saat ini para wisatawan mengenal obyek
wisata salah satunya melalui sosial media setelah itu kami akan
memberikan paket wisata kepada para pengunjung agar merekapuas dengan destinasi yang ada pada Birtaria Kassi itu sendiri”.48
48 Ir. Ginawaty Paledengi (51 Tahun), Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata
Kabupaten Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, Tanggal 26 November 2016, Pukul 10.30 Wita.
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Dalam mengembangkan suatu obyek wisata tentunya pemerintah
dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan peran
pihak lain guna membantu dalam hal promosi dan pemasaran pariwisata
dengan melaksanakan program pemanfaatan teknologi informasi yang ada.
Tentunya program-program yang berkaitan untuk mempromosikan
obyek wisata sangat dibutuhkan bagi pengembangan obyek wisata
khususnya obyek wisata yang belum terlalu terkenal dan masih tahap
pengembangan. Dengan adanya program-program yang menyangkut
promosi tersebut tentunya obyek-obyek wisata di Kabupaten Jeneponto
khususnya di Birtaria Kassi dapat lebih dikenal dan menarik wisatawan
dari dalam maupun luar negeri.
3) Pengelolaan Retribusi Pajak obyek wisata Birtaria Kassi
Obyek wisata Birtaria kassi termasuk obyek wisata yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Sehingga dalam
pengembangan obyek wisata itu sendiri merupakan tanggung jawab
Pemerintah kabupaten yang dalam hal ini merupakan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
Semua pemasukan retribusi pajak obyek wisata Birtaria kassi
masuk dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) baik sewa villa, Gazebo,
parkir kendaraan serta tarif masuk, dan Birta Ria Kassi tergolong tempat
wisata yang sangat murah karena tarif masuk pengunjung hanya dikenakan
biaya 2.000 rupiah perorang. Apabila membawa kendaraan, cukup
membayar 10.000 rupiah untuk mobil dan 5.000 rupiah untuk sepeda
motor.
Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini Birtaria Kassi kurang
dikunjungi oleh para wisatawan karena tahap renovasi dan sarana yang
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disediakan ditempat itu sudah mulai banyak yang hancur. Proses
pembangunannya belum selesai itulah sebabnya para wisatawan tidak
berkunjung ke Birtaria Kassi. Jadi, pemasukan pendapatan PAD yang
disetor ke Pemerintah Daerah juga berkurang tidak seperti puncak-puncak
waktu masih banyak wisatawan yang berkunjung.
Pada saat penulis melakukan observasi lapangan yakni terjun
langsung ke obyek wisata Birtaria kassi, penulis hanya melihat adik-adik
SMA dan SMP yang berkunjung kesana tempatnya cukup romantis karena
dipinggir pantai mereka manfaatkan untuk duduk-duduk bersama
pasangannya ditempat itu. Adapun wawancara penulis dengan dg. Mille
selaku pengelola obyek wisata BirtariaKassi ia mengatakan bahwa:
“Obyek wisata Birtaria Kassi sudah mengalami perubahan yang
menurun baik dari segi fisik maupun dari segi jumlah pengunjung
yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pajak
retribusinya. Apabila kita melihat kebelakang sekitar 10 tahun
yang lalu kondisi obyek wisata Birtaria Kassi sangat ramai
dikunjungi oleh para wisatawan berebda dengan keadaan saat iniyang mulai sepi pengunjung.”49
Dapat diuraikan bahwa apabila pemerintah daerah dapat mengelola
Birtaria Kassi dengan baik serta bekerja sama dengan masyarakat sekitar
dalam pengembangan obyek wisata ini maka akan meningkatkan omset
pariwisata itu sendiri, baik dari pihak pemerintah daerah maupun
masyarakat sekitar.
Akan tetapi, saat ini dibawah kepemimpinan Bupati Iksan Iskandar
dan Wakil Bupati Mulyadi Mustamu, melalui Kepala Dinas Pariwisata Ir.
Ginawaty Paledengi akan memanfaatkan kontrak waktu yang tersisa
selama 7 tahun. Dinas Pariwisata berencana akan merenovasi sarana dan
prasarananya dengan menganggarkan dana sebanyak Rp. 3 Miliar untuk
49 Dg.mille (50 Tahun), Pengelola obyek wisata Birtaria Kassi, Wawancara, Jeneponto,
Tanggal 30 November 2016, pukul 14.50 wita
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merenovasi Birtaria Kassi karena tempat ini sangat berpotensi untuk
menjadi obyek wisata unggulan di Kabupaten Jeneponto.
b. Bentuk pengembangan obyek wisata LHR (Lembah Hijau Rumbia)
Untuk LHR (Lembah Hijau Rumbia) tidak ada kebijakan pemerintah
untuk mengelola obyek wisata ini, karena sejak awal obyek wisata ini dirintis
oleh pihak swasta selaku pemilik lahan pada obyek wisata ini yaitu bapak
Ridwan A. Nojeng bersama dengan pemuda Tompobulu tidak ada campur
tangan pemerintah daerah sejak awal obyek wisata ini dirintis.Akan tetapi,
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan
merealisasikan hal ini untuk bekerja sama dengan pihak pengelola LHR
dalam mengembangkan obyek wisata ini.
Meskipun LHR (lembah Hijau Rumbia) merupakan obyek wisata yang
tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah, tetapi obyek wisata ini
bisa dikatakan sangat jauh berkembang yang mengalami perubahan yang
sangat pesat dalam proses pengembangannya. Bahkan obyek wisata yang
mereka rintis ini kemudian terus berbenah dan semakin berkembang hingga
dipercaya untuk mewakili Sulawesi Selatan dalam ajang Satu Indonesia
Award (SIA) 2016 dan berhasil menjadi pemenang untuk kategori Wisata
berbasis Lingkungan dengan menyisihkan sekitar 2000an peserta dari seluruh
Indonesia.
 Pengelolaan Retribusi Pajak LHR (lembah Hijau Rumbia)
Biaya masuk ke LHR sangat terjangkau, yaitu sebesar 10 ribu rupiah
untuk orang dewasa dan anak-anak sebesar 5 ribu rupiah saja. Sedangkan jika
ingin menikmati malam di LHR alias menginap tentu akan dikenakan biaya
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sewa penginapan. Demikian juga untuk pemakaian camp area dan paket
outbound akan dikenakan biaya yang berbeda.
Pada saat penulis melakukan observasi lapangan dan melakukan
wawancara dengan Ibu Irma selaku pengelola LHR atau yang mewakili bapak
Ridwan A. Nojeng selaku pemilik yang telah merintis obyek wisata Lembah
Hujau Rumbia (LHR) hingga terkenal sampai saat ini dan semakin banyak
dikunjungi oleh wisatawan ia mengatakan bahwa:
“Setiap pemasukan LHR semuanya dikelola oleh individu yakni
pemilik LHR itu sendiri. Ia mengatakan mulai merintis usahanya ini
dengan biaya sendiri dengan dana 3 Milyar tapi masih dalam tahap
pembangunan sampai 2 tahun kedepan, tanpa ada bantuan dari
pemerintah daerah baik bantuan dana maupun fasilitas jadi kami
mempunyai hak yang penuh untuk mengelola pemasukan dan
pengeluaran omset dari obyek wisata ini”tuturnya.50
Untuk bantuannya kepada PAD itu sendiri LHR tidak memberikan
bantuan, karena obyek wisata ini swasta bukan milik pemerintah daerah beda
dengan Birtaria Kassi semua pemasukan dan pengeluarannya itu pemerintah
daerah yang kelola, karena sejak awal pemerintah daerah yang merintis
Birtaria Kassi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada
umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan
dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali
potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata.
50 Irmayani (45 Tahun), Pengelola LHR atau yang mewakili bapak Ridwan, Wawancara,
Jeneponto, Tanggal 3 Desember 2016, Pukul 13.00 Wita.
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Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu diperhatikan yang namanya
tindakan masyarakat karena dalam hal melakukan suatu tindakan dalam suatu
kedaerahan maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat lah
yang menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu permasalahan karena
permasalahan tersebut timbul dari pemikiran sendiri.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah dengan bidang politik mempunyai keterkaitan satu sama
lain karena pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi tuntutan globalisasi
yang harus diberdayakan dengan ara memberikan daerah kewenangan yang lebih
luas, lebih nyata dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan
dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya. Pelaksanaan
otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki
kesejahteraan rakyat. Dengan berjalannya kebijakan-kebijakan secara efektif hal
ini akan mendorong dalam pembangunan suatu daerah.
Otonomi daerah dalam bidang politik diarahkan pada dua dimensi guna
meningkatkan ketertiban masyarakat dan dapat dikatakan pembagian
pembangunan politik tersebut adalah sebagai berikut yaitu dimensi struktural dan
dimensi kultural. Dimensi struktural berkenan dengan proses perkembangan
politik sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi pancasila dan UUD 1945 dalam
mensejahterakan rakyat, termasuk didalamnya fungsionalisasi partai politik dan
demokratisasi lembaga legislatif dan pemilihan umum, yang dalam arti
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pembangunan infrastruktur dan suprastruktur sementara dimensi kultural
berkenan dengan upaya pemasyarakatan ideologi pancasila dalam rangka
persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemantapan kehidupan politik berdasarkan demokrasi pancasila dan UUD
1945 adalah merupakan tujuan pembangunan politik orde baru. Oleh sebab itu,
sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien, yang dapat
memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan pemerintahan yang bersih,
berkemampuan dan berwibawa dengan legislatif yang representatif dan merakyat
adalah merupakan prasyarat yang diciptakan tetapi sebaliknya apabila sistem
politik yang ada menjadi tidak demokratis otoritarian dan sentralistik maka hal ini
akan menghasilkan berbagai kompromi-kompromi terhadap idealis hukum dan
semangat untuk menegakkan konstitusi.
Elit lokal lah yang mempunyai peran penting guna membuat kebijakan-
kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam membangun
daerahnya dan mewujudkan kesejateraan rakyat serta memberikan kehidupan
yang lebih baik.
Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam
pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Suatu daerah dapat meningkatkan PAD dengan cara
mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu
cara untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengembangkan potensi obyek
wisata. Pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan
atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran
yang dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan
mengembangkan obyek wisata yang dimiliki oleh daerah dalam rangka
meningkatkan PAD. Proses Peningkatan Asli Daerah sangat berkaitan dengan
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upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga dengan
adanya upaya-upaya tersebut maka diharapkan  Pendapatan Asli Daerah akan
meningkat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten jeneponto
dalam mengembangkan obyek wisata.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan kak Vera sebagai aktor Elite
Lokal Non Goverment selaku salah satu dari permerhati pariwisata di Kabupaten
Jeneponto mengungkapkan bahwa:
“Saat ini kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan
obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Jeneponto, padahal sebenarnya
banyak sekali obyek-obyek wisata lain yang bisa dikembangkan dan
dengan pengembangan obyek wisata tersebut itu dapat membantu PAD
(pendapatan asli daerah). Pemerintah saat ini juga tidak begitu
memperhatikan obyek wisata alamnya untuk dikembangkan ia hanya
meningkatkan kualitas daerah yang lain seperti membangun taman-taman,
sebenarnya bagus juga agar Jeneponto terlihat lebih indah dan asri tapi hal
ini sama sekali tidak menguntungkan untuk pemasukan daerah. Lain
halnya jika pemerintah meningkatkan obyek wisata alamnya karena
otomatis pengeluaran dan pemasukannya dikelola oleh pemerintah daerahsehingga dapat mendorong peningkatan PAD”.51
Kebijakan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Thomas Dye yang
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk
melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1)
kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2)
kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah.52 Jadi, pemerintah daerah berhak melakukan kebijakan sesuai
dengan peraturan daerah selama ia masih menjadi menjabat.
Pada dasarnya tujuan pengembangan setiap kawasan wisata yang ada di
Kabupaten Jeneponto Khususnya kawasan obyek wisata Birtaria Kassi  dan LHR
(Lembah Hijau Rumbia) dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi
pemerintah, wisatawan dan terutama warga/masyarakat setempat. Dengan
51 Verawati (42 Tahun), Pemerhati Pariwisata di Kabupaten Jeneponto, Wawancara,
Jeneponto, Tanggal 27 November 2016, Pukul 13.30 Wita.
52 Subarsono. Analisa Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.2.
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pengembangan yang dilakukan memberikan manfaat yang sangat besar terutama
masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi yang mereka dapatkan. Hal ini
juga diungkapkan oleh Ibu Ir. Ginawaty Paledengi selaku Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata yang menyatakan:
“apabila kawasan-kawasan wisata dikembangkan maka perekonomian
masyarakat kecil yang bergerak. Coba kamu lihat di sekitar obyek wisata
Birtaria Kassi dan LHR (Lembah Hijau Rumbia) disitu kan banyak
masyarakat kecil yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya dia
bisa berjualan disekitar obyek wisata. Selain itu, tujuan pengembangan
obyek wisata itu sendiri guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah sertamelestarikan lingkungan”.53
Dari pernyataan Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata dapat diuraikan
bahwa pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain
untuk melestariakan kawasan wisata juga dapat menunjang perekonomian
masyarakat kecil sehingga pengembangan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi
pemerintah, wisatawan dan terutama masyarakat perekonomian kecil dimana
mereka dapat menumbuhkan pendapatan ekonomi mereka sehari-hari.
Dalam mewujudkan Kabupaten Jeneponto menjadi tujuan wisata
Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya
untuk melakukan pembenahan terhadap pengembangan obyek wisata Birtaria
Kassi karena pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, peneliti melihat
Birtaria Kassi tidak terpelihara dan tidak bersih sehingga membuat para
wisatawan merasa tidak nyaman. Akan tetapi, berbicara daya tarik wisata untuk di
Kabupaten Jeneponto itu sendiri Birtaria Kassi lah tempat yang terlengkap sarana
wisatanya, pertama ada kolam renang, ada villa, ada pantai dengan pasir putih,
serta tersedia gazebo disekitar pantai. Hal ini dapat mengembangkan jaringan
kemitraan kepariwisataan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan memelihara warisan budaya
53 Ir. Ginawaty Paledengi (51 Tahun), Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata
Kabupaten Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, Tanggal 26 November 2016, Pukul 09.30 Wita.
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daerah dalam memberikan nilai tambah kultur masyarakat yang bernilai tinggi.
Sedangkan untuk LHR (Lembah Hijau Rumbia) itu sendiri, pemerintah daerah
tidak memberikan bantuan fasilitas karena pengelolaannya berbeda LHR itu
sendiri dikelola oleh pihak swasta bapak Ridwan A.Nojeng yang telah merintis
obyek wisata ini selaku pemilik lahan.
Visi pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata yang ingin
mewujudkan Kabupaten Jeneponto menjadi daerah tujuan wisata. Salah satu misi
yang memperkuat terlaksananya pencapaian visi yang akan dilaksanakan yaitu
dengan mengembangkan jaringan kemitraan kepariwisataan. Untuk memperkuat
misi tersebut, sasaran utamanya adalah meningkatkan jumlah investasi dalam
kepariwisataan.
Peran Elit Lokal terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah
daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebupaten Jeneponto
guna pengembangan obyek wisata Birtaria Kassi secara keselurahan masih kurang
efektif dan belum berjalan secara penuh sesuai dengan rencana. Hal ini
disebabkan karena belum terlaksananya kebijakan masih dalam tahap perencanaan
untuk melakukan pembenahan pada obyek wisata Birtaria Kassi. Untuk LHR
(Lembah Hijau Rumbia) memang dalam hal ini tidak ada kebijakan pemerintah
untuk mengelola obyek wisata, tapi pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata akan merealisasikan hal ini untuk bekerja sama dengan pihak
pengelola LHR dalam mengembangkan obyek wisata ini.
Dengan pemberian otonomi di tingkat kabupaten dengan dasar
pertimbangan peningkatan pelayanan publik, untuk lebih mendorong krativitas
masyarakat, pemberdayaan rakyat dalam kontek upaya peningkatan kesejahteraan.
Kebijakan otonomi ini mengembalikan birokrasi pada fungsi dasarnya yakni
fungsi pelayanan. Dalam hal ini elit lokal lah yang berperan dalam memperkuat
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pembangunan daerahnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih
baik lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya. Keberhasilan
pelaksanaaan otonomi daerah ditentukan oleh:
1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan Pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam
penyediaan dana. Karena suatu renana pembangunan hanya akan efektif
kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemapuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dan
faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan
pembangunan daerah.
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah
terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh
penghasilan/pendapatan terlindungnya dari segala gangguan, dan tercipta rasa
aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. Salah satu aspek penting
otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat
berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta
memberikan pelayanan kepada publik.54
Akan tetapi, hal ini belum terealisasikan secara penuh dimana pemerintah
daerah sebagai aktor yang terlibat dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan
tersebut. Apabila dalam hal ini bentuk pengembangan potensi obyek wisata
Birtaria Kassi sudah teralisasi dengan baik, maka akan meningkatkan pendapatan
asli daerah. Seiring dengan pengembangan potensi wisata dalam hal ini Birtaria
Kassi dilakukan, maka secara otomatis pelayanan administrasi, sarana prasarana,
54 HAW. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2005), h.58.
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dan produk pariwisata akan lebih ditingkatkan lagi guna menarik
pengunjung/wisatawan untuk berkunjung ketempat ini. Berbeda halnya dengan
obyek wisata LHR saat ini obyek wisata tersebut dalam pengelolaan pihak swasta
bukan pemerintah daerah tapi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata merencanakan untuk bekerja sama dengan pihak pengelola LHR
dalam pengembangan obyek wisata ini.
2. Implikasi Ekonomi
Dalam meningkatkan pembangunan sosial ekonomi yang nyata menurut
Todaro ada 3 sasaran pembangunan ekonomi yang minimal55:
1) Peningkatkan persediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang
kebutuhan yang seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan
perlindungan keamanan. Kecukupan yang dimaksud dalam hal ini bukan
hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang
merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Semua orang pasti
punya kebutuhan dasar. Apa yang disebut sebagai kebutuhan dasar adalah
segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan
seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan,
kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja dari kebutuhan ini tidak dipenuhi
atau tidak mencukupi, maka akan muncul kondisi “keterbelakangan
absolut”. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi, pada hakekatnya
adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi
perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan dan
ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang,
papan, kesehatan dan keamanan. Atas dasar itulah, kita bisa menyatakan
55 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 28.
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bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi
membaiknya kualitas kehidupan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara
berkesinambungan, maka realisasi potensi manusia, baik di tingkat
individu maupun masyarakat, tidak  mungkin berlangsung. Setiap orang
“harus memiliki kecukupan untuk meningkatkan dirinya”. Dengan
demikian, kenaikan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan
absolut, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan, merupakan
hal-hal yang harus ada bagi pembangunan. Maksud dari persediaan serta
perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan yang merupakan
segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia
usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan
manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial,
penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat56.
Adapun implikasi sosial ekonomi masyarakat pada obyek wisata yang
penulis teliti berdasarkan analisa dan hasil wawancara penulis:
 Birtaria Kassi
Pada saat penulis melakukan observasi lapangan hal ini tidak
terlihat pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar karena
kurangnya kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan
kepariwisataan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kadang mereka
hanya membuang tenaga untuk duduk berjualan diarea obyek wisata ini
tapi pengunjung yang datang sangat sepi. Menurut salah satu informan
yang penulis wawancarai yaitu ibu Ros ia mengatakan bahwa:
“Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah
untuk membangun kembali Birtaria kassi menjadi lebih maju.
Fasilitas yang disediakan juga sudah banyak yang hancur itulah
sebabnya para wisatawan semakin malas ketempat itu, apalagi di
56 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.26.
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Kabupaten Jeneponto ini mulai banyak tempat wisata yang
terekspose oleh para wisatawan. Sudah sangat jauh berbeda waktu
beberapa tahun silam kemarin wisatawan banyak yang mengantri
untuk berkunjung ketempat ini. Bahkan masyarakat banyak yang
datang berjualan disekitar Birtaria Kassi dan alhamdulillah waktu
itu masyarakat bisa merasakan pendapatan tambahan denganberjualan disekitarnya”. tutur ibu Ros57
Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa
obyek Birtaria Kassi sudah tidak memberikan keuntungan pendapatan
kepada masyarakat yakni para pelaku usaha yang memanfaatkan obyek
wisata ini untuk berjualan, ini terjadi karena pengimplementasian
kebijakan yang diturunkan berupa program-program yang kemudian
diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-
kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun
kerjasama pemerintah dengan masyarakat belum ada yang nyata sudah
terwujud dan terlaksana sampai saat ini. Belum bisa dikatakan
pembangunan ekonomi sekitar birtaria kassi sudah mengalami
peningkatan malahan sangat jauh berbeda kondisinya dengan beberapa
tahun silam kemarin.
 LHR (Lembah Hijau Rumbia)
Untuk LHR itu sendiri sudah tercermin persediaan serta perluasan
distribusi berbagai macam barang kebutuhan yang seperti pangan,
sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanandengan usaha
pemilik lahan dalam merintis obyek wisata ini karena niat awal ia memang
untuk membantu masyarakat kecil yang memiliki ekonomi minim.
Adapun hasil wawancara penulis dengan ibu Ida ia mengatakan bahwa:
“Tidak sia-sia bapak Ridwan A.nojeng merintis usahanya ini
karena saya selaku mayarakat yang sangat merasakan dampak
57 Rosmiati (38 Tahun), Masyarakat sekitar Birtari Kassi, Wawancara, Jeneponto,
Tanggal 30 November 2016, pukul 11.00 wita.
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positif dengan adanya obyek wisata LHR ini, kami sebagai pelaku
usaha salah satunya saya sendiri dapat memenuhi segala kebutuhan
yang saya perlukan tidak bergantung pada orang lain lagi. Semoga
LHR ini semakin terkenal dikalangan dalam maupun luar negeri
agar dapat menunjang pendapatan ekonomi kami pelaku usaha,
karena dengan menjual di area LHR  yang menambah mata
pencaharian saya sehari-harinya”.58
Dari uraian diatas bisa dikatakan bahwasanya dengan adanya LHR
ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang
memiliki ekonomi yang minim. Perjuangan bapak Ridwan A. Nojeng
sangat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaku usaha, dimana saat ini
LHR juga semakin berkembang dan terkenal oleh para wisatawan.
2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,
perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai
kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk
memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga
diri pada pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Adanya dorongan
dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa
diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya.
Kemakmuran materiil lambat laun dianggap sebagai suatu ukuran
kelayakan yang universal, dan dinobatkan menjadi landasan penilaian atas
segala sesuatu. Derasnya serbuan nilai-nilai Barat yang mengagungkan
materi telah mengikis jati diri masyarakat di banyak negara berkembang.
Banyak bangsa yang tiba-tiba saja merasa dirinya kecil atau tidak berarti
hanya karena mereka tidak memiliki kemajuan ekonomi dan teknologi
setinggi bangsa-bangsa lain. Selanjutnya yang dianggap hebat adalah yang
58 Rahma Ida (46 Tahun), Pelaku Usaha disekitar LHR, Wawancara, Jeneponto, Tanggal
3 Desember 2016, pukul 14.50 wita
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memiliki kemajuan ekonomi dan teknologi modern, sehingga masyarakat
negara-negara dunia ketiga pun berlomba-lomba mengejarnya, dan tanpa
disadari mereka kehilangan jati dirinya59. Hal ini berarti adanya suatu
proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah
dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi.Dalam
mengangkat taraf tidup masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja
dapat diciptakan melalui pengembangan obyek wisata. Adapun hasil
analisa dan wawancara penulis terkait dengan ini;
 Birtaria Kassi
Jika membahas mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat
sekitar Birtaria Kassi, saat ini peningkatan ekonomi masyarakat sekitar
Birtaria Kassi sudah menurun, pemasukan tambahan yang mereka
dapatkan semakin hari semakin tipis karena kurangnya wisatawan yang
berkunjung ketempat ini, hal ini diungkapkan oleh satu satu informan
penulis yaitu ibu tati ia mengatakan bahwa:
“Dulu itu pekerjaan saya sehari-hari nak, hanyalah seorang ibu
rumah tangga, suami saya bekerja sebagai peternak sapi itupun
bukan sapi kami  tapi punya orang yang kami ternak,
penghasilannya memang tidak seberapa. Bisa dikatakan
pendapatan ibu waktu itu bisa menambah kehidupan ekonomi
sehari-harinya. Akan tetapi, bebarapa tahun terakhir ini para
wisatawan mulai sepi berkunjung kesini dan pemasukan ibu juga
mulai berkurang. Apabila dibandingkan dengan kondisi
sebelumnya, obyek wisata Birtaria Kassi sudah mengalami
perubahan yang menurun baik dari segi fisik maupun dari segi
jumlah pengunjung sangat jauh berbeda pemasukan ibu berjualan
disini sekitar 10 tahun yang lalu kondisi obyek wisata Birtaria kassi
sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan berbeda dengankeadaan saat ini”.60
59 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.26.
60 Nurtati (50 Tahun), Pelaku usaha sekitar Birtaria kassi, Wawancara, Jeneponto,
Tanggal 30 November 2016, pukul 14.30 wita.
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Sekitar 10 tahun yang lalu masyarakat sekitar Birtaria kassi
merasakan dampak positif dengan adanya obyek wisata ini karena
banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk berjualan disekitar area
obyek wisata ini dan hal ini membuat peningkatan ekonomi mereka
bertambah. Akan tetapi saat ini pemasukan tambahan mereka sudah
berkurang, memang masih ada masyarakat yang berjualan disekitar
obyek wisata ini tapi sudah tidak seperti 10 tahun yang lalu. Kadang
mereka hanya membuang-buang waktu saja untu duduk berjualan hal ini
disebabkan karena kurangnya para wisatawan yang berkunjung, yang
penulis ketahui di Jeneponto itu sendiri juga sudah mulai banyak obyek
wisata yang terekspose, dulunya cuma Birtaria Kassilah obyek wisata
yang terkenal di kabupaten Jeneponto.
 LHR (Lembah Hijau Rumbia)
Membahas tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar
obyek wisata LHR berbanding terbalik dengan obyek wisata Birtaria
Kassi. Jika melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, ketika
peneliti berkunjung ke tempat wisata LHR masyarakat banyak yang
memanfaatkannya untuk berjualan disekitar obyek wisata ini. Hal ini
terjadi karena semakin berkembangnya obyek wisata tersebut. Niat
awalnya adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi
tingkat pengagguran pada masyarakat sekitar. Adapun hasil wawancara
penulis dengan informan yaitu ibu Ida ia mengatakan bahwa:
“kami selaku masyarakat disini termasuk saya pribadi sendiri
sangat senang karena dengan adanya LHR itu bisa menambah mata
pencaharian kami sehari-hari, karena niat awal pengelola merintis
LHR memang salah satunya yakni untuk menambah penghasilan
masyarakat sekitar, tidak sia-sia pengorbanan bapak Ridwan selaku
pemilik obyek wisata ini membangun LHR karena ia dapat
membantu kami untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
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Pekerjaan saya dulunya sebelum adanya obyek wisata LHR ini
hanyalah seotrang petani biasa yang bekerja untuk orang lain,
bukan sawah milik pribadi saya, tetapi dengan adanya obyek
wisata LHR ini saya bisa memanfaatkannya untuk berjualan untuk
menambah pendapatan ekonomi saya sehari-harinya”.61
Perubahan ekonomi masyarakat sekitar sangat meningkat drastis
dengan semakin berkembangnya obyek wisata LHR, karena tujuan utama
pemilik obyek wisata ini membangun LHR guna untuk meningkatkan
tambahan pendapatan ekonomi pada masyarakat kecil yang tinggal sekitar
LHR ini. Dapat diartikan bahwa pemilik obyek wisata ini sangat
memperdulikan masyarakat kecil sekitarnya dengan membangun obyek
wisata ini sama artinya dengan ia mampu menyediakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat kecil disekitarnya.
Adapun lapangan kerja yang disediakan yaitu pabrik furniture dan
pembuatan pupuk organik, dimana bapak Ridwan mempekerjakan
masyarakat sekitar sebagai karyawan pada pabriknya ini merupakan salah
satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran lokal didaerahnya.
Tidak hanya itu saja ia memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha
yang berjualan kue tradisional dengan merubah sistem penyajiannya agar
lebih menarik para pengunjung.
3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta
bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari
belitan sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap
orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang
berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Kemerdekaan
atau kebebasan diartikan secara luas sebagai kemapuanuntuk berdiri tegak
61 Rahma Ida (46 Tahun), Pelaku Usaha disekitar LHR, Wawancara, Jeneponto, Tanggal
3 Desember 2016, pukul 15.00 wita.
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sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam
kehidupan ini. Sekali saja kita terjebak maka kita akan terpuruk dan
semakin lama kita akan terjerat semakin dalam. Sekali saja kita menjadi
budak materi, maka sederet kecenderungan negatif, mulai dari sikap acuh
tak acuh terhadap lingkungan sekitar, sikap mementingkan diri sendiri
kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan orang lain, dan seterusnya
akan meracuni diri kita. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual
atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak
pilihan yang tersedia. Manfaat Inti yang terkandung dalam penguasaan
yang lebih besar itu adalah kebebasan untuk memilih, misalnya untuk
memilih merasakan kenikmatan yang lebih besar dan bervariasi, untuk
memilih lebih banyak barang dan jasa, atau sebaliknya untuk menampik
arti penting semua produk materiil itu dan berpaling ke pemenuhan
kepuasan batin. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap
komponen yang terkandung di dalam konsep kebebasan politik, termasuk
juga keamanan diri pribadu, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi,
partisipasi politik, dan pemerataan kesempatan62. Hal ini sejalan dengan
analisa dan wawancara penulis pada masyarakat sekitar kedua obyek
wisata yang penulis teliti.
 Birtaria Kassi
Pengembangan obyek wisata Birtaria Kassi sangat memberikan
dampak yang positif bagi masyarakat sekitar, karena dengan adanya obyek
wisata ini masyarakat sekitar yang mereka hanyalah masyarakat
berekonomi rendah dapat memanfaatkan obyek wisata ini untuk
62Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. PEMBANGUNAN EKONOMI di Dunia
Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.27.
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menunjang pendapatan ekonomi sehari-hari. Adapun wawancara penulis
dengan informan yaitu dg.kanang salah satu pelaku usaha yang berjualan
sekitar onyek wisata Birtaria Kassi ini ia mengatakan bahwa:
“Sudah lama sekali ibu menjual disini nak, waktu pertamanya dibuka
Birtaria Kassi dulu masih ada suaminya ibu menemani menjual
disini tapi sekarang sudah meninggal jadi kadang ibu hanya
berjualan sendiri. Waktu masih hidup suaminya ibu pas masih
puncak-puncak keramaiannya ini obyek wisata Birtaria Kassi dan
pendapatan ekonominya ibu saat itu juga sangat bertambah. Sangat
jauh berbeda dengan saat ini kadang ibu jualan mulai dari pagi
sampai petang penghasilannya sangat minim karena pengunjung
yang datang kesini sudah berkurang. tapi tidak bisa juga ibu
tinggalkan ini usahaku karena cuma ini mata pencahariannya ibu
sehari-hari. Semoga tahap pembenahan perenovasian Birtaria Kassi
ini cepat terlaksana supaya semakin banyak pengunjung yang datangkesini lagi”.63
Saat ini sudah tidak terlihat pada peningkatan perekonomian
masyarakat sekitar karena kurangnya kualitas sarana dan prasarana untuk
pengembangan kepariwisataan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa obyek
Birtaria Kassi sudah tidak memberikan pemasukan pendapatan yang lebih
kepada masyarakat yakni para pelaku usaha yang memanfaatkan obyek
wisata ini untuk berjualan.
 LHR (Lembah Hijau Rumbia)
Implikasi ekonomi sekitar masyarakat LHR sudah jauh lebih
meningkat dengan adanya obyek wisata ini perkembangannya sangat
meningkat padahal baru kurang lebih 3 tahun beroperasi. Sudah 25%
masyarakat sekitar selaku pelaku usaha dan sebagai karyawan pabrik milik
bapak Ridwan yang sangat merasakan dampak positif dari lingkungan
hijau pada obyek wisata ini. Adapun wawancara penulis dengan informan
63 Dg.kanang (60 Tahun), Pelaku usaha sekitar Birtaria kassi, Wawancara, Jeneponto,
Tanggal 30 November 2016, pukul 14.50 wita
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selaku pelaku usaha pada obyek wisata ini yaitu ibu fitri ia mengatakan
bahwa:
“saya sangat bersyukur dengan adanya obyek wisata LHR karena
dulunya saya yang harus pergi merantau untuk menambah
penghasilan saya, sekarang sudah bisa menetap dikampung saya
berkumpul bersama dengan keluarga. Semoga LHR ini terus
berkembang agar  saya sendiri selaku masyarakat yang bisa
dikatakan perekonomiannya rendah bisa terus berjualan disini
untuk menambah penghasilan sehari-harinya biar bisa
menyekolahkan anak-anak samapai keperguruan tinggi dan tidak
berpisah dengan keluarga saya lagi karena pergi kedaerah lainuntuk mencari nafkah.”64
Peningkatan efektifitas dan efisisensi pelaku usaha yaitu pemilik
obyek wisata LHR ini dalam berusaha dibidang pariwisata sehingga LHR
semakin berkembang dan terkenal oleh para wisatawan. Hal ini terlihat
pada usaha pemilik obyek wisata LHR yakni bapak Ridwan A. Nojeng
dalam membangun obyek wisata ini. Sesuai dengan hasil wawancara
penulis dengan informan dan terlihat nyata pada saat peneliti melakukan
observasi lapangan terlihat jelas peningkatan ekonomi masyarakat
setempat memanfaatkan obyek wisata ini untuk berjualan disekitarnya.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak Ridwan dalam
menggali potensi lokal yaitu; (1) pada bidang pertanian, pembuatan pupuk
organik. (2) wisata edukasi, memberikan nuansa konsep alam yang
berbeda pada obyek wisata ini. (3) memberikan pelatihan pada pembuatan
kue tradisional dengan cara penyajian yang berbeda agar lebih menarik.
(4) pembuatan aneka macam souvenir unik yang terbuat dari bambu.
Dalam hal ini, dapat diuraikan bahwa pengertian pembangunan
ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan
sebagai suatu proses yang menyebabkan per kapita riil penduduk suatu
64 Fitriani (42 Tahun), Pelaku usaha sekitar LHR, Wawancara, Jeneponto, Tanggal 3
Desember 2016, pukul 15.20 wita.
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masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Adanya suatu proses
pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan
memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Hal ini sejalan
dengan peningkatan ekonomi yang dirasakan kedua obyek wisata ini
terutama oleh masyarakat sekitar obyek wisata LHR itu sendiri, karena
dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengagguran
pada masyarakat sekitar. Sedangkan untuk Birtaria Kassi itu sendiri
mungkin saat ini pendapatan ekonomi mereka sudah berkurang tapi Insya
Allah setelah pembenahan obyek wisata ini dan dilanjutkan dengan
melakukan promosi obyek wisata ini akan semakin maju dan terkenal
dikalangan para wisatawan dan para pelaku usaha dapat merasakan
dampak positif dengan bertambahnya pemasukan mereka sehari-hari.
Kondisi obyek wisata Birtaria Kassi untuk saat ini masyarakat
sekitar sudah tidak bisa merasakan dampak positifnya karena peran elit
lokal dalam melakukan perenovasian/pembenahan masih kurang efektif
dan belum terealisasi secara penuh. Sedangkan untuk lembah hijau rumbia






1. Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia (LHR) merupakan obyek wisata
yang mempunyai keistimewaan dan khas yang berbeda, hal inilah yang
menjadi alasan peneliti ingin melakukan studi terhadap pengembangan
pariwisata kabupaten Jeneponto. Akan tetapi, sayang sekali karena dalam
mengembangkan  kedua obyek wisata ini pengelolaannya berbeda Birtaria
kassi dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata sedangkan LHR (Lembah Hijau Rumbia) dikelola oleh pihak
swasta yaitu bapak Ridwan A. Nojeng selaku pemilik lahan tersebut.
Adapun bentuk pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
yaitu melakukan tahap perenovasian pada fasilitas yang sudah rusak setalah
itu dilanjutkan dengan promosi pada obyek wisata Birtaria Kassi serta
pengelolaan retribusi pajak Birtaria Kassi secara memadai agar dapat
menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk lembah Hijau
Rumbia pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang dalam hal
mengelola obyek wisata ini. Namun, dari hasil penelitian lapangan penulis
bisa menyimpulkan bahwa obyek wisata yang dikelola oleh swasta lebih
menguntungkan dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini
dikarenakan peran Elit lokal dalam mengembangkan obyek wisata ini
masih kurang efektif dan bentuk pengembangannya belum terealisasi
secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Meskipun obyek wisata yang
dikelola oleh swasta tidak bisa menyumbangkan untuk PAD Kabupaten
Jeneponto tetapi hal itu bisa mengarumkan nama daerah Jeneponto agar
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tidak di cap lagi sebagai daerah yang gersang karena ternyata Jeneponto itu
sendiri memiliki obyek wisata yang sangat indah.
2. Dapat disimpulkan bahwa Saat ini peningkatan ekonomi masyarakat sekitar
Birtaria Kassi sudah menurun, pemasukan tambahan yang mereka dapatkan
semakin hari semakin tipis karena kurangnya wisatawan yang berkunjung
ketempat ini. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya obyek wisata
yang ada di kabupaten jeneponto dan perlunya perenovasian fasilitas yang
ada di Birtaria kassi untuk menjadi pusat perhatian para wisatawan serta
peran Elit Lokal dimana pemerintah daerah sebagai aktor yang terlibat
masih kurang efektif dalam merealisasikan program-programnya sehingga
tahap pengembangannya belum teralisasi secara penuh. Insya Allah dengan
bantuan pemerintah untuk merenovasi kembali Birtaria Kassi dan
dukungan dari masyarakat setempat semoga obyek wisata ini bisa semakin
lebih meningkat lagi. Sedangkan untuk LHR pengembangannya semakin
meningkat dan hal ini dapat menambah mata pencaharian masyarakat
sekitar obyek wisata ini sehari-hari, karena niat awal pengelola merintis
LHR adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat
pengagguran pada masyarakat sekitar, tidak sia-sia pengorbanan bapak
Ridwan selaku pemilik obyek wisata ini membangun LHR karena ia dapat




1. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jeneponto hendaknya lebih memperhatikan apa saja yang
menjadi kebutuhan dan kekurangan pada obyek wisata daerahnya agar
tidak tertinggal dengan obyek wisata daerah yang lain. Dalam penggalian
dan pengembangan potensi obyek wisata Birtaria Kassi hendaknya
memperhatikan faktor fisik supaya tidak merusak keseimbangan alam serta
dalam pengembangan potensi obyek wisata seoptimal mungkin sehingga
dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto,
serta pengembangan yang dilakukan terkait dengan obyek wisata ini dapat
terealisasi secepatnya sehingga baik dari pihak pemerintah, wisatawan dan
terlebih lagi masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang besar
dari pengembangan yang dilakukan tersebut.
2. Pada obyek wisata Birtaria Kassi ditambahkan wahana agar lebih menarik
para wisatawan dan seharusnya pohon lontara menjadi primadona
pariwisata karena pohon lontara merupakan salah satu ciri khas yang
dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto. Sedangkan untukLembah Hijau
Rumbia sebaiknya pihak pemerintah segera melakukan kerja sama dengan
pihak pengelola karena obyek wisata ini merupakan salah satu potensi
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